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Kata Pengantar 

Pelayanan air minum  tahun 2012 baru mencapai 55,04% sedangkan target MDG pada 
tahun 2015 adalah 68,87%. Untuk sanitasi,  pelayanan baru mencapai 55,06%, sedangkan 
target pelayanan MDG adalah 65,5%. Kesenjangan pelayanan dari target menunjukkan 
masih banyaknya upaya yang harus dilakukan dalam membenahi persoalan air minum dan 
sanitasi.  

Dalam satu dekade lalu, pemerintah telah melakukan berbagai  upaya untuk memenuhi 
target layanan melalui proyek air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) skala besar 
seperti  Water Sanitation for Low Income Community (WSLIC-2), Pembangunan Air Minum 
dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Community Water Service and Health 
Program (CWSHP), Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Dana Alokasi Khusus (DAK) 
sanitasi, dan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM). Pada tataran kebijakan, 
pemerintah mendorong penerapan kebijakan yang menekankan pendekatan tanggap 
kebutuhan dan keberlanjutan, melalui proyek WASPOLA. Upaya lain adalah penguatan 
kapasitas daerah dalam pengarusutamaan sanitasi melalui Program Percepatan Sanitasi 
Permukiman (PPSP) untuk mendorong pengembangan  Strategi Sanitasi Kota/kabupaten 
(SSK).  Di samping itu banyak kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik dalam 
pembangunan sarana fisik maupun bantuan teknis. 

Para pelaku pembangunan AMPL membutuhkan wadah koordinasi untuk membangun 
sinergi dalam seluruh proses pembangunan AMPL, sehingga pembangunan dapat berjalan 
secara efektif dan efisien. Bentuk wadah koordinasi yang telah dikenal selama ini adalah 
Kelompok Kerja AMPL, yang telah dimiliki oleh sebagian besar pemerintah daerah.  
Pemerintah terus mendorong daerah yang belum memiliki Pokja AMPL untuk segera 
menyiapkannya, agar dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja pembangunan AMPL 
di daerahnya. 

Buku Panduan Kelompok Kerja ini disajikan sebagai referensi bagi daerah yang akan 
membentuk Pokja, sehingga memiliki pemahaman mengenai pentingnya Pokja, prinsip-
prinsip Pokja, serta langkah dalam pembentukan Pokja yang efektif. Semoga panduan ini 
meberikan manfaat bagi semua pihak.  

Terimakasih. 

Jakarta,  Mei 2013 

 

Nugroho Tri Utomo 
Direktur Permukiman dan Perumahan 
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1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang  

Pemerintah daerah memiliki kewajiban memenuhi layanan air minum dan penyehatan 

lingkungan (sanitasi dasar). Ditegaskan  dalam  UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 38 Tahun 

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, bahwa urusan terkait air dan sanitasi 

menjadi urusan wajib daerah yang termasuk dalam kategori pendidikan, kesehatan, 

lingkungan hidup, pekerjaan umum, perencanaan pembangunan, perumahan, dan 

pemberdayaan masyarakat desa,  sedangkan pemerintah pusat berperan dalam 

pembinaan, penyedian pedoman, norma, standar, dan kebijakan. 

Keberhasilan dalam pemenuhan layanan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) 

ditentukan beberapa faktor, antara lain: arah dan strategi pembangunan, perencanaan 

yang sistematis, efektivitas pengelolaan, pelembagaan, serta koordinasi para pelaku. 

Khusus mengenai pelembagaan pembangunan, sektor AMPL bersinggungan dengan peran 

berbagai SKPD seperti Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pemberdayaan 

Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup, dan lain-lain.   

Hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam  pembangunan air minum dan 

sanitasi adalah keberlanjutan sarana yang dibangun. Keberlanjutan ini meliputi aspek 

institusi, sosial, teknis, lingkungan, dan pembiayaan. Semua aspek tersebut saling terkait 

satu dengan lainnya.  

Koordinasi para pelaku pembangunan AMPL di daerah adalah tugas pokok Badan 

Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda). Namun demikian, karena pembangunan air 

minum dan sanitasi memiliki persoalan yang memerlukan perhatian khusus, maka masih 

diperlukan upaya lebih dalam koordinasi.  

Atas pertimbangan tersebut, keberadaan wadah koordinasi perlu diperkuat sebagai sarana 

koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta untuk memastikan 

keberlanjutan sarana yang telah dibangun. Lebih dari itu, wadah koordinasi ini dapat 
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dijadikan sebagai wadah pembelajaran bagi para pelaku pembangunan air minum dan 

sanitasi di daerah. 

 Pemerintah pusat telah berupaya mendorong peningkatan kinerja pembangunan 

air minum dan sanitasi yang dirintis sejak tahun 2000, dengan memberikan fasilitasi 

pembentukan kelompok kerja AMPL. Pemerintah telah membentuk kelompok kerja 

di seluruh propinsi, dan hampir di seluruh kabupaten/kota . Kelompok kerja 

bersifat ad-hoc untuk menangani koordinasi pembangunan AMPL di daerah. 

 Mengurangi beban pemerintah dalam penyediaan tenaga pendamping atau 

fasilitator pembangunan AMPL 

 Membantu pendampingan penyiapan dan penguatan pemerintah daerah maupun 

masyarakat. 

Koordinasi dan sinergi akan tetap relevan sepanjang masa dalam pembangunan AMPL, 

selama AMPL ditangani oleh banyak pihak. Demikian pula persoalan keberlanjutan 

pembangunan juga akan tetap relevan di masa mendatang. Melalui wadah kelompok kerja 

ini, diharapkan terjadi proses pembelajaran dalam menyikapi tantangan di tataran 

operasional. Kelompok kerja dapat menjadi wadah untuk mendorong perluasan 

pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan sarana yang sudah dibangun.  Dengan 

tugas pokok yang ada, lambat laun perhatian terhadap pengelolaan pembangunan air 

minum dan sanitasi di daerah bisa terlembagakan.   

Pemerintah daerah menghadapi tantangan yang besar dalam pembangunan AMPL 

khususnya dalam perluasan dan percepatan pelayanan serta keberlanjutan sarana yang 

dibangun.   Pada saat ini daerah menerima proyek pendanaannya dari berbagai sumber 

pendanaan, antara lain PAMSIMAS, DAK SLBM/ SANIMAS, WES UNICEF, dan STBM. Semua 

itu memerlukan kesiapan dan kemampuan daerah dalam mengelola keberlanjutannya. 

Pencapaian target layanan dipengaruhi oleh pembangunan baru dan mempertahankan 

layanan yang sudah ada. Apabila dua hal tersebut dipenuhi, maka target layanan dapat 

dicapai sesuai dengan rencana. Jika hanya fokus pada pembangunan baru, tanpa 

memperhatikan keberlanjutan sarana yang ada, maka efektivitas capaian layanan tidak 

akan terwujud. 

 

Gambar 1.1 target layanan versus keberlanjutan 

 

capaian layanan 

Ketidakberlanjutan sarana terbangun 

Pembangunan Baru 

MDG  
Pasca MDG 
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Kelompok kerja AMPL sebagai lembaga ad-hoc diharapkan berfungsi maksimal dalam 

mendorong SKPD untuk melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dan terkoordinasikan. 

Pokja AMPL perlu memahami isu pembangunan AMPL,  peran antar SKPD, sasaran, dan 

target pembangunan AMPL di daerahnya.  

 

1.2 Isi Panduan 

Panduan ini membantu dalam memahami entitas Kelompok Kerja AMPL dan 

fungsinya dalam konstelasi pembangunan AMPL yang meliputi:  

a. Pendahuluan; berisi latar belakang dan ruang lingkup panduan. Pemangku 

Kepentingan AMPL; berisi penjelasan mengenai konsep pelaku dalam 

pembangunan AMPL, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah  

b. Kelompok Kerja AMPL; menjelaskan perlunya Pokja, sekilas sejarah Pokja AMPL di 

Indonesia, konsep Pokja, pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pokja, dan 

penjelasan mengenai manfaat Pokja. 

c. Model dan Karakeristik Pokja AMPL; menjelaskan beberapa model Pokja AMPL 

dengan berbagai latar belakangnya, konsep Pokja AMPL yang ideal, karakteristik 

umum Pokja, karakteristik Pokja yang efektif dan Pokja yang tidak efektif, serta 

faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pokja. 

d. Fungsi dan Peran Pokja AMPL; menjelaskan fungsi dan peran Pokja dalam 

pembangunan AMPL, fungsi dan peran Pokja dalam koordinasi, perencanaan, 

advokasi dan monev AMPL. 

e. Cara Membentuk Pokja AMPL; menjelaskan langkah-langkah praktis cara 

membentuk Pokja AMPL sejak persiapan sampai dengan pengembangan arah dan 

program Pokja. 

f. Pengelolaan Pokja; menjelaskan mengenai konsep manajemen Pokja, manajemen 

strategis Pokja, manajemen operasional Pokja, manajemen sumber daya manusia 

Pokja, manajemen pengetahuan Pokja, dan manajemen kinerja Pokja 

g. Cara Penyelenggaraan Monev Partisipatif; menjelaskan tentang langkah-langkah 

praktis cara pelaksanaan monev partisipatif Pokja meliputi monev kinerja internal 

Pokja dan monev program AMPL daerah 

h. Cara Penyelenggaraan Kemitraan Pokja AMPL; menjelaskan konsep kemitraan 

dalam pembangunan AMPL dan langkah-langkah praktis Pokja dalam melakukan 

dan mengelola kemitraan 

i. Daftar Good Practice Pokja AMPL; adalah lampiran yang berisi contoh-contoh  

yang baik hasil kerja Pokja AMPL di beberapa daerah. 
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2. Pemangku Kepentingan (Stakeholder) 

AMPL  

2.1 Konsep Pemangku Kepentingan AMPL 

Pemangku kepentingan bisa diartikan sebagai seluruh pihak yang mendedikasikan seluruh 

urusan atau sebagian urusannya untuk pembangunan AMPL. Bisa juga diartikan sebagai 

pihak-pihak yang menaruh kepedulian terhadap pembangunan AMPL. Kata kuncinya adalah 

“peduli, dedikasi, dan aksi.” Pelaku pembangunan AMPL di sini adalah lembaga dan atau 

perorangan. Yang dimaksud lembaga adalah institusi yang menangani AMPL. Yang 

dimaksud perorangan adalah individu yang memiliki kontribusi, baik dalam pengambilan 

keputusan maupun hal-hal yang bersifat teknis. Pelaku individu dalam Pokja 

mempertimbangkan ketokohan dan latar belakang profesinya. 

 

Secara umum pemangku kepentingan pembangunan AMPL terdiri dari unsur pemerintah, 

masyarakat, dan swasta. Dalam mengenali pelaku pembangunan AMPL banyak hal yang 

penting untuk diketahui, seperti: identitas, kiprah, karakteristik pendekatan yang 

digunakan, dan pengalaman program.   Untuk kepentingan advokasi dalam upaya 

mendorong keberhasilan program pembangunan AMPL ada hal spesifik yang perlu dikenali, 

antara lain;  

 Siapa yang paling berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk 

pembangunan AMPL? 

 Siapa yang paling efektif bisa mempengaruhi pengambil keputusan?  

 Siapa yang paling memiliki kapasitas dalam pelaksanaan pembangunan AMPL? 

 Siapa yang paling berkepentingan terhadap pelaksanaan pembangunan AMPL? 

 Dan sebagainya. 

Pemangku kepentingan AMPL dapat dipetakan berdasarkan fungsi, peran, dan tingkat 

pengaruhnya, seperti terlihat pada gambar berikut.   
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Tabel 2-1  Level Pemangku Kepentingan AMPL Berdasarkan Perannya 

 

2.2 Pemangku Kepentingan AMPL di Tingkat Nasional 

Pemangku kepentingan AMPL di tingkat nasional adalah pihak-pihak (namun tidak terbatas 

pada) yang tergabung dalam Kelompok Kerja Nasional AMPL. Berdasarkan SK Bappenas 

nomor 06/D.VI/10/2010 tentang Kelompok Kerja AMPL, pelaku program AMPL terdiri dari:  

 Bappenas, Kementerian Keuangan,  

 Kementerian Pekerjaaan Umum,  

 Kementerian Kesehatan,  

 Kementerian Dalam Negeri,  

 Kementerian Negara Lingkungan Hidup,  

 Kementerian Negara Perumahan Rakyat 

Badan atau kementerian yang juga berkepentingan dengan program AMPL antara lain: 

Badan Pusat Statistik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk program UKS , 

Kementerian Agama, Kementrian Kehutanan, dan Kementrian Perindustrian.  

Selain itu ada pihak-pihak di luar unsur pemerintah yang memiliki keterlibatan tinggi 

dengan urusan pembangunan AMPL, antara lain:  

 Lembaga donor pembangunan terkait air dan sanitasi, antara lain: World Bank, 

AusAid, USAid, WSP, WHO, UNICEF. 

 LSM Internasional terkait air dan sanitasi, antara lain: Plan Indonesia, WVI, Simavi, 

Care Indonesia, Mercy Corps 

 LSM nasional/daerah terkait air dan sanitasi, antara lain: YPCII di Jakarta, Bina 

Swadaya di Jakarta, YMP NTB, Yayasan Air Kita 

 Swasta terkait air dan sanitasi: CSR Unilever, CSR Bank Danamon, CSR Aqua-Danone, 

CSR Total, CSR Adaro, CSR Bank Mandiri, CSR Bank BJB di Jawa Barat, CSR Coca Cola; 

maupun CSR dari berbagai perusahaan lainnya.  

 Asosiasi seperti: Perpamsi dan IATPI 

 

 

 

 

 

Ring II 

 

Ring I: Pengambil keputusan dan pihak yang 
bisa mempangaruhi keputusan 

Ring II. Pelaku langsung, yang melaksanakan 
program-program AMPL  

Ring III. Pelaku tidak langsung yang keber-
adaannya diperlukan untuk mendukung dan 
memperkuat pelaksanaan program 
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2.3 Pemangku Kepentingan AMPL di Tingkat Daerah 

Pihak-pihak dari unsur pemerintah di daerah yang terkait dengan kegiatan pembangunan 

AMPL: 

 Bappeda,  

 Dinas Pekerjaan Umum,  

 Dinas Kesehatan,  

 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,  

 Badan/Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup,  

 Dinas Pendidikan,  

 Dinas Kehutanan,  

 Dinas Infokom.  

Pihak-pihak lain di luar unsur pemerintah yang terkait dengan pembangunan AMPL terdiri 

dari unsur: 

 Perguruan Tinggi  

 Lembaga Swadaya Masyarakat  

 Asosiasi profesi/Perkumpulan 

 Media masa cetak maupun elektronik  

 Tim Penggerak PKK  

 Pakar/tokoh masyarakat 

 Wakil rakyat (anggota DPRD) yang peduli  

Pemangku kepentingan AMPL di daerah perlu dipetakan, untuk mendapatkan informasi 

potensi yang bisa diberdayakan dalam mendorong upaya pencapaian tujuan pembangunan 

AMPL. Informasi yang perlu dikumpulkan dalam pemetaan antara lain jenis kegiatan, 

besaran kegiatan, lokasi kegiatan, dan penanggung jawabnya.  
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3. Kelompok Kerja (Pokja) AMPL 

3.1 Latar Belakang Pentingnya Pokja 

Pembangunan AMPL di daerah dilakukan oleh banyak institusi dengan fokus yang berbeda, 

misalnya; Bappeda fokus pada koordinasi perencanaan, Dinas Pekerjaan Umum fokusnya 

lebih berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana, Dinas Kesehatan berkaitan 

dengan perubahan perilaku, kualitas air, serta inspeksi sanitasi, Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat berkaitan dengan peran masyarakat untuk menjamin keberlanjutan 

pembangunan AMPL, Dinas Pendidikan berkaitan dengan pendidikan higiene dan sanitasi di 

sekolah. Seluruh fungsi tersebut saling terkait dan memerlukan keterpaduan dalam 

pelaksanaannya. Keterpaduan dapat dicapai jika antara institusi satu dengan lainnya 

memiliki mekanisme komunikasi dan koordinasi yang dapat mengakomodasikan kebutuhan 

semua pihak.  Kelompok Kerja yang dimaksud dalam panduan ini adalah Kelompok Kerja 

yang membidangi air minum dan penyehatan lingkungan (sanitasi) yang selanjutnya 

disebut Pokja AMPL atau dengan sebutan lainnya.  Pokja AMPL adalah organisasi yang 

dibentuk untuk kepentingan pembangunan AMPL yang terdiri dari wakil masing-masing  

dinas SKPD yang memiliki tupoksi yang berkaitan dengan pembangunan AMPL. Kelompok 

Kerja AMPL adalah lingkar inti dari pemangku kepentingan AMPL.  

3.2 Sekilas Lahirnya Kelompok Kerja untuk AMPL di 

Indonesia 

Pada tahun 2003-2004 pemerintah melakukan uji coba Kebijakan Nasional AMPL Berbasis 

Masyarakat di empat kabupaten melalui program Water Supply and Sanitation Policy and 

Action Planning (WASPOLA). Keempat lokasi tersebut yaitu; Kab. Solok, Kab. Subang, Kab. 

Musi Banyuasin dan Kab. Sumba Timur.  

Selama proses fasilitasi uji coba, pemangku kepentingan AMPL di empat daerah tersebut 

memetakan berbagai isu dan permasalahan pembangunan AMPL. Isu yang dihadapi oleh 

empat kabupaten tersebut memiliki kesamaan yaitu ancaman ketidakberlanjutan sarana 

AMPL yang telah dibangun melalui proyek-proyek dari pusat dan dari daerah sendiri. Isu 

lainnya adalah lemahnya koordinasi yang disebabkan oleh masih kuatnya ego sektoral.  

Atas dasar isu tersebut di empat kabupaten membentuk  forum koordinasi yang melibatkan 

proyek-proyek terkait, seperti WSLIC-2 di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Solok, 

dan Pro Air di Kabupaten Sumba Timur. Forum koordinasi tersebut bergulir dan akhirnya 

mereka menamakannya dengan Pokja AMPL. Lahirnya nama Pokja saat itu pada dasarnya 

bukan menjadi target WASPOLA dalam mengujicobakan kebijakan, akan tetapi WASPOLA 

melihat ada gejala sinergi yang lebih baik dengan adanya Pokja, akhirnya konsep Pokja 

disosialisasikan kepada daerah yang berminat untuk mendapatkan fasilitasi adopsi 

kebijakan dan direspon dengan baik oleh daerah-daerah baru penerima fasilitasi WASPOLA.  
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Pada tahun 2005, Provinsi Jawa Tengah mendapat pemaparan tentang kinerja Pokja AMPL 

di beberapa kabupaten uji coba. Provinsi Jawa Tengah melihat pentingnya peran propinsi 

dalam pembinaan kabupaten/kota, khususnya dalam pembangunan AMPL. Pada tahun itu 

juga, Kelompok Kerja AMPL Jawa Tengah dibentuk untuk melakukan pembinaan 

kabupaten/kota. Dengan arahan dari Pokja Propinsi, secara bertahap kabupaten/kota di 

Jawa Tengah membentuk Pokja AMPL. Pokja Jawa Tengah menjadi contoh bagi provinsi lain 

dalam membentuk Pokja. 

3.3 Konsep Kelompok Kerja AMPL 

Pokja AMPL pada dasarnya adalah sebuah forum pelaku yang memiliki tupoksi terkait 

dengan pembangunan AMPL. Forum ini merupakan wadah untuk meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan program pembangunan AMPL antara lain:  

 Mengarahkan semua aktivitas pembangunan AMPL pada arah yang tepat menuju 

sasaran pencapaian pembangunan AMPL 

 Mempertemukan seluruh pihak yang menangani atau yang berkepentingan dengan 

pembangunan AMPL untuk saling berkoordinasi dan bersinergi ke arah tujuan dan 

sasaran yang sama 

 Menjadi pintu koordinasi program dan proyek-proyek dukungan dari luar yang 

dilaksanakan di daerah tersebut 

 

Proyek AMPL di daerah biasanya memiliki tim teknis sendiri yang dibentuk sesuai dengan 

keperluan proyek. Proyek PAMSIMAS memiliki tim teknis yang bernama Tim Koordinasi 

Kabupaten (TKK) dan Tim Koordinasi Propinsi (TKP), demikian pula proyek lainnya. Dalam 

satu daerah bisa terdapat beberapa tim teknis yang memiliki tugas melaksanakan berbagai 

macam proyek. Tim Teknis biasanya dibentuk untuk melakukan fungsi-fungsi yang langsung 

berkaitan dengan proyek terkait administrasi dan pelaksanaan proyeknya. Anggota tim 

teknis bersifat khusus sesuai dengan fungsi dan perannya dalam proyek tersebut.   

Keberadaan tim teknis proyek tidak mengurangi eksistensi Pokja AMPL. Pokja memiliki 

kepentingan untuk mengkoordinasikan tim teknis ini agar melakukan sinergi untuk 

memastikan keberlanjutan sarana yang dibangun. Perbedaan karakteristik antara Pokja dan 

Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam table 3.1. 
Tabel 3-1  Perbedaan antara Pokja dengan Tim Teknis Proyek 

Kelompok Kerja Tim Teknis Proyek 

Dibentuk bukan sebagai kelengkapan proyek 
tertentu 

Merupakan kelengkapan/ syarat dari sebuah 
proyek 

Inklusif dan bersifat lintas institusi dan 
lembaga 

Eksklusif; keanggotaan sesuai dengan dinas 
yang menangani proyek/program yang sedang 
dilaksanakan 

Tidak dibatasai berdasarkan umur proyek Masa kerja utamanya berdasarkan umur 
proyek 

Memiliki fungsi dan peran advokasi untuk 
memastikan sektor AMPL menjadi isu 
bersama dan menjadi program prioritas 

Memiliki tugas administratif sebagaimana 
tuntutan proyek 
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Konsep Pokja jika disederhanakan bisa dijelaskan sebagai “sejumlah pihak yang bersama-

sama ingin mencapai satu tujuan yang disepakati, masing-masing pihak menjalankan 

fungsi dan perannya untuk mencapai tujuan tersebut.” Sebagai contoh tujuan adalah 

“menjamin hasil pembangunan AMPL yang berkelanjutan”. Melalui Pokja, pembangunan 

AMPL sejak perencanaan, pemilihan lokasi dan syarat-syarat yang ditetapkan, proses 

pelaksanaan dan monitoring semuanya mengarah pada jaminan keberlanjutan.  

Perencanaan dan penyiapan kelembagaan masyarakat merupakan peran dan tanggung 

jawab Dinas Pemberdayaan, Dinas Kesehatan berperan dalam membangun kesadaran ke 

arah perubahan perilaku, Dinas Pekerjaan Umum berperan dalam pemilihan teknologi dan 

jaminan kualitas konstruksi,  Dinas Pendidikan berperan dalam perubahan perilaku melalui 

anak sekolah, dan Bappeda berperan dalam monitoring, evaluasi dan koordinasi seluruh 

kegiatan.  Jadi pada dasarnya Pokja ini berfungsi untuk revitalisasi fungsi-fungsi yang sudah 

melekat pada institusi yang ada. 

Fungsi Pokja adalah membangun sinergi berbagai pihak. Sinergi diartikan sebagai upaya 

memadukan seluruh kekuatan berbagai pihak dalam mencapai tujuan yang disepakati 

bersama. Ilustrasi di atas dapat diaplikasikan dengan sebuah tujuan yang lebih spesifik 

misalnya “menjamin keberlanjutan proyek air minum dan sanitasi bantuan pemerintah 

pusat.”  Berdasarkan uraian di atas dapat disarikan bahwa Pokja AMPL adalah: 

 Wadah pelaku yang memiliki kepentingan yang sama dalam pembangunan AMPL 

 Sinergi berbagai pihak 

 Dibentuk untuk mendukung program pembangunan AMPL 

 Bersifat ad-hoc atau sementara  

 Untuk proses penguatan SKPD melalui koordinasi dan pembelajaran 

 Menampung aspirasi dan kepedulian pemangku kepentingan di luar SKPD  

3.4 Pihak yang Berkepentingan dengan Pokja AMPL 

Pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pokja AMPL adalah Pemerintah Daerah, Dinas 

SKPD terkait, masyarakat peduli, dan proyek-proyek pembangunan AMPL. 

a. Pimpinan Daerah 

Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai pimpinan daerah yang merupakan pemegang 

mandat pemenuhan layanan AMPL di daerah, berkepentingan dalam memberikan arahan 

kepada seluruh pelaku pembangunan AMPL.  Dengan kepemimpinannya, pimpinan daerah 

perlu mendorong terjadinya koordinasi antar SKPD terkait pembangunan AMPL. Peran 

strategis pimpinan daerah dapat diwujudkan dengan penerbitan SK pembentukan Pokja 

AMPL di daerahnya. 

b. Dinas SKPD terkait 

Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

memiliki tupoksi dalam pembangunan AMPL di daerah. Dinas-dinas tersebut merupakan 

unsur utama dalam Pokja AMPL. SKPD dapat menyampaikan rencana dan programnya 
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kepada Pokja AMPL, serta berkoordinasi untuk  mencapai tujuan pembangunan AMPL yang 

ditetapkan bersama.  

c. Masyarakat Peduli 

Masyarakat peduli baik dari unsur lembaga maupun perseorangan memiliki kepentingan 

dengan Pokja AMPL. Masyarakat dapat  menyampaikan aspirasi, masukkan, saran, dan 

keluhan mengenai pelaksanaan pembangunan AMPL.  

d. Proyek-proyek Pembangunan AMPL 

Proyek yang bergerak dalam pembangunan AMPL memiliki kepentingan terhadap Pokja 

AMPL. Proyek yang didanai APBD, APBN, LSM, dan lembaga donor, perlu mendapatkan 

dukungan dari dinas instansi terkait, supaya proyek yang dilakukannya dapat sejalan 

dengan perencanaan daerah. Lebih penting lagi mendapat dukungan pada tahap operasi 

dan pemeliharaan melalui pendanaan pemerintah daerah.  

3.5 Manfaat Pokja  

Beberapa manfaat bagi daerah dengan memiliki Pokja AMPL antara lain; 

 Meyakinkan pihak eksternal untuk melaksanakan program di daerah 

 Komunikasi antar pemangku kepentingan AMPL terbangun 

 Kerjasama antar SKPD yang membidangi AMPL semakin kuat 

 AMPL mendapat alokasi pendanaan yang memadai 

 Kualitas pengelolaan pembangunan AMPL menjadi lebih baik 

Keberadaan  pokja yang berfungsi dalam koordinasi pengelolaan pembangunan AMPL 

daerah  menarik bagi berbagai program nasional maupun lembaga donor untuk 

melaksanakan program di daerah tersebut. Salah satu contoh manfaat keberadaan Pokja 

adalah keberhasilan Jawa Tengah dalam mendapatkan proyek PAMSIMAS untuk 31 

kabupaten.  Kabupaten/kota di Jawa Tengah dipandang memiliki kesiapan untuk menerima 

proyek PAMSIMAS karena telah memiliki  perangkat kelembagaan Pokja AMPL yang dapat 

membantu pelaksanaan proyek.  

Pokja AMPL dapat menjadi wadah untuk menyepakati arah pembangunan AMPL. Pada 

masa awal perkembangan Pokja AMPL, Pokja menjadi wadah dalam menemu-kenali 

permasalahan dan isu pembangunan AMPL dan upaya untuk mencari solusinya.   

Beberapa daerah berhasil mengembangkan perencanaan strategis (renstra AMPL) bidang 

AMPL. Renstra AMPL ini menjadi alat advokasi pembangunan AMPL yang ampuh bagi 

stakeholder di daerah. Renstra juga merupakan bahan rujukan dan masukan untuk sektor 

AMPL pada RPJMD dan RKPD. Dalam perkembangannya, beberapa perencanaan sejenis 

dikembangkan oleh Pokja, seperti Rencana Aksi Daerah AMPL baik untuk PAMSIMAS 

maupun program MDG. Dalam bidang sanitasi, Pokja mengembangkan Buku Putih dan 

Strategi Sanitasi Kota. 

Dari serangkaian interaksi dengan Pokja AMPL daerah, manfaat yang dirasakan dengan 

adanya Pokja diantaranya; 
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a. Pintu masuk program eksternal. Pihak eksternal yang akan melakukan kegiatan 

AMPL di daerah perlu berkomunikasi dengan seluruh dinas terkait dan stakeholder 

lainnya. Pokja dapat menjadi pintu masuk bagi pihak eksternal, sekaligus dapat 

memberikan arahan kebijakan yang mendukung program pihak eksternal. Pihak 

eksternal yang biasa melakukan kegiatan AMPL adalah LSM, lembaga donor, dan 

swasta.  

b. Meningkatkan efisiensi pembangunan AMPL. Koordinasi perencanaan antar 

stakeholder dapat mencegah tumpang tindihnya proyek, sehingga proyek dapat 

dialokasikan dengan baik dan menjangkau lebih banyak lokasi. Untuk lokasi yang 

bersamaan, melalui Pokja ini dapat dibangun sinergi yang dapat meningkatkan hasil 

yang dicapai. 

c. Meningkatkan kualitas koordinasi. Seringkali  dinas/instansi tidak memiliki 

kemampuan koordinasi antar dinas yang baik, walaupun mereka memiliki program 

yang saling berkaitan. Dalam aspek teknis, Dinas Pekerjaan Umum memiliki peran 

sentral dalam pembangunan AMPL, sedangkan Dinas Kesehatan memiliki peran 

dalam perubahan perilaku dan pengawasan kualitas air, Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat berperan dalam penyiapan masyarakat, Dinas Pendidikan bertugas 

mengurus sanitasi sekolah. Pokja dapat meningkatkan koordinasi antar dinas 

supaya masing-masing dapat melakukan koordinasi pembangunan AMPL mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan operasi pemeliharaan serta monitoring 

dan evaluasinya. 

d. Menjadi wadah advokasi. Pembangunan AMPL merupakan tanggung jawab semua 

pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, swasta, 

perguruan tinggi, LSM, dan dunia usaha. Pokja memiliki fungsi strategis dalam 

dalam merangkul semua pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan AMPL di 

daerahnya. Pokja AMPL daerah merupakan pihak yang paling mengetahui potensi 

dan tantangan pembangunan di daerahnya. Dengan penyediaan informasi yang 

memadai tentang kondisi layanan AMPL, target pelayanan yang harus dicapai, 

daerah rawan air minum dan sanitasi, dan peluang kerjasama pelayanan AMPL, 

Pokja dapat mengajak para pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan di 

daerah. Dengan informasi yang cukup, Pokja dapat melakukan upaya memperoleh 

dukungan dari legislatif untuk alokasi anggaran, baik untuk perencanaan, 

konstruksi, dan kegiatan pasca konstruksi. 

e. Menjaga keberlanjutan sarana terbangun. Sarana yang telah dibangun oleh 

berbagai pihak menjadi kewajiban daerah dalam pembinaan dan 

pengembangannya. Pokja dapat melakukan monitoring dan evaluasi bersama 

secara periodik. Hasil monev berupa kondisi/fungsi sarana, kelembagaan 

pengelola, pengelolaan keuangan, dll, dapat dijadikan bahan untuk penyusunan 

program guna menjaga keberlanjutan. 

f. Sarana pembelajaran.  Pokja sebagai wadah berbagi pengalaman antar dinas, antar 

pelaku proyek, dan para pihak peminat pembangunan AMPL. Pokja dapat 

mengagendakan pertemuan untuk membahas pengalaman lapangan dari pelaku 
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proyek, hasil penelitian dari perguruan tinggi, praktek terbaik dari lapangan, inovasi 

masyarakat, dan lain-lain topik yang relevan. 

g. Memperkuat SKPD. Pokja dibentuk bukan untuk menggantikan peran SKPD, dan 

bukan pelaksana program teknis, melainkan memperkuat peran masing-masing 

SKPD dalam menjalankan fungsi utamanya. Pokja dapat mengembangkan program 

penguatan kapasitas yang diperlukan oleh SKPD dalam meningkatkan kinerjanya. 
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4. Model dan Karakteristik Kelompok Kerja 

AMPL 

4.1 Gambaran Beberapa Model Pokja AMPL di Indonesia 

Kelompok Kerja AMPL di Indonesia terdiri dari beberapa model yang memiliki karakteristik 

berbeda sesuai dengan  latar belakang pembentukan dan kebutuhannya.  Model pokja bisa 

dikategorikan berdasarkan inisitaif pembentukannya, struktur keanggotaannya, sumber 

pembiayaan, dan ruang lingkup kegiatannya.  

4.1.1 Berdasarkan Inisiatif Pembentukannya 

a. Inisiatif Daerah 

Pokja AMPL dibentuk dengan berbagai latar belakang sejarahnya, ada yang dibentuk atas 

inisiatif pemerintah setempat—karena persyaratan sebuah proyek,  dan atas dorongan LSM 

maupun  pemangku kepentingan lainnya. 

Pada tahun 2002-2003 Pokja AMPL daerah terbentuk atas inisiatif daerah sendiri setelah 

melalui proses pembelajaran mengenai isu dan permasalahan AMPL yang dihadapi.  

Beberapa daerah menyadari tantangan yang dihadapi yang memerlukan  pelibatan banyak 

pihak untuk mengatasinya. Contoh model ini antara lain Kabupaten Solok, Kabupaten 

Subang, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Musi Banyuasin. Begitu juga dengan 

pokja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera 

Utara, dan Kepulauan Riau yang terbentuk setelah beberapa staf Bappeda, unsur 

perguruan tinggi dan LSM mengikuti pelatihan tentang kepokjaan yang diselenggarakan 

oleh Pokja AMPL Nasional. 

b. Inisiatif Proyek 

Periode berikutnya adalah masa adopsi model Pokja oleh proyek-proyek AMPL, yang 

menjadikan Pokja AMPL sebagai prasyarat bagi daerah untuk menerima proyek tertentu. 

Proyek-proyek yang mensyaratkan daerah membentuk Pokja AMPL sebelum proyek 

dilaksanakan, antara lain: WES Unicef dengan nama Pokja AMPL, PPSP dengan nama Pokja 

Sanitasi, CWSHP dengan nama Pokja AMPL, Pamsimas dan lain-lainnya. Model pokja 

seperti ini relatif lebih aktif karena langsung ada kegiatan yang ditangani. Dalam 

perjalanannya, Pokja diharapkan mengembangkan cakupan kegiatannya bukan saja pada 

urusan proyek, tetapi memikirkan juga program AMPL secara keseluruhan di daerahnya.  
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c. Inisiatif LSM 

Model pembentukan Pokja atas dasar dorongan kelompok masyarakat peduli dicontohkan 

di Provinsi Sulawesi Tengah. Pembentukan Pokja AMPL provinsi didesak oleh salah satu 

LSM. Walaupun LSM tersebut tidak memiliki proyek khusus untuk air minum dan sanitasi, 

tetapi memiliki kepedulian terhadap permasalahan air minum dan sanitasi. Kondisi 

tersebut didukung dengan adanya proyek Pamsimas yang mendorong daerah membentuk 

Pokja AMPL. Keuntungan model ini adalah LSM akan bersukarela untuk mendorong dan 

mengawal fungsi dari Pokja yang telah dibentuk.  

4.1.2 Berdasarkan keanggotaannya 

Berdasarkan keanggotaannya Pokja dapat dikategorikan sebagai berikut:  (i) pokja dengan 

anggota hanya dari SKPD terkait, (ii)  pokja dengan anggota SKPD terkait ditambah 

beberapa pemangku kepentingan secara terbatas, (iii) dan pokja dengan anggota dari SKPD 

terkait ditambah pemangku kepentingan yang lebih luas.  

a. Beranggota SKPD inti 

Pokja dengan anggota hanya dari SKPD terkait jumlah anggotanya relatif sedikit, yaitu dari 

Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan Dinas/Badan Pemberdayaan 

Masyarakat. Keterlibatan pihak lain seperti perguruan tinggi atau LSM hanya terbatas 

sebagai mitra Pokja. 

b. Beranggota SKPD lengkap 

Pokja dengan anggota dari unsur SKPD terkait ditambah beberapa pemangku kepentingan 

terbatas.  Keanggotaan Pokja terdiri dari SKPD inti—Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, 

Dinas Kesehatan dan Dinas/Badan Pemberdayaan Masyarakat—ditambah dinas instansi 

seperti Dinas Kehutanan, Dinas Pendidikan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan, 

dan dinas terkait lainnya yang dianggap perlu. 

c. Beranggota SKPD lengkap plus stakeholder lain 

Pokja dengan anggota unsur SKPD inti—Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan 

dan Dinas/Badan Pemberdayaan Masyarakat-- dan SKPD terkait lainnya, ditambah dengan 

pemangku kepentingan yang lebih luas seperti perguruan tinggi, perorangan, asosiasi, LSM, 

dan media massa.  Pokja seperti ini memiliki kegiatan yang lengkap, umumnya berada di 

daerah yang memiliki isu dan permasalahan AMPL yang kompleks. Permasalahan sumber 

air perlu melibatkan Dinas Kehutanan atau perkebunan, untuk isu perubahan perilaku 

higienitas dan sanitasi sekolah perlu memasukkan unsur Dinas Pendidikan dan Kementerian 

Agama. Daerah yang memiliki isu pencemaran perlu memasukkan Dinas Pertambangan, 

Dinas Perindustrian, dan Badan Lingkungan Hidup. 

4.1.3 Berdasarkan sumber pembiayaannya 

Pembiayaan Pokja bisa dilakukan secara terpusat di salah satu SKPD, atau tersebar di 

masing-masing SKPD anggota pokja. Dinas yang  biasa mengelola pembiayaan selain 
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Bappeda adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan. Sebagai contoh, praktek ini 

ditemui di  Propinsi Banten dan Kabupaten Pekalongan. Alokasi dana Pokja sangat 

dimungkinkan dipusatkan di SKPD yang lain tergantung kesepakatan.  

Model pembiayaan tersebar di semua anggota SKPD merupakan contoh yang ideal, masing 

masing SKPD mengalokasikan dana untuk kegiatan masing-masing sesuai dengan rencana 

yang telah disepakati. Model Pokja seperti ini dapat mengatur penaggung jawab 

penyelenggaraan kegiatan secara bergantian. Pembiayaan operasional tiap SKPD 

ditanggung masing-masing SKPD. Contoh untuk model ini antara lain di kabupaten Bima 

dan Provinsi NTB. 

Model di atas merupakan pilihan yang disepakati oleh anggota Pokja sendiri, selama 

menjunjung prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, pengelolaan kegiatan dapat berjalan 

dengan baik. 

4.1.4 Berdasarkan jenis kegiatannya 

Berdasarkan cakupan kegiatannya, pokja dibagi menjadi dua kelompok: (i) fokus pada 

koordinasi kegiatan pokok SKPD, atau (ii)  menangani program AMPL secara keseluruhan.  

Model pokja yang hanya fokus pada kegiatan SKPD merupakan model standar, yang lebih 

mementingkan mendorong fungsi SKPD agar berjalan dengan baik.  

Model Pokja dengan multi program merupakan sosok Pokja yang ideal.  Pokja ini disamping 

melakukan koordinasi seputar tugas pokok SKPD, juga melakukan koordinasi proyek, 

kerjasama dengan perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat.  Misalnya Pokja Kabupaten 

Serang, disamping fokus pada kegiatan SKPD mereka juga mengawal kegiatan WSLIC-2, 

SLBM, melakukan kerjasama dengan Universitas Tirtayasa untuk gerakan STOP BABS dan 

melakukan kerjasama dengan UNESCAP serta CSR Danone untuk pengelolaan sarana di 

tingkat masyarakat. Pokja seperti ini anggotanya proaktif dalam mencari informasi serta 

peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas Pokja.  

  

4.2 Karakteristik Pokja 

4.2.1 Karakteristik Umum 

 Visioner 

Bidang garapan Pokja AMPL lebih terfokus pada upaya memastikan pembangunan AMPL 

berhasil guna dan berdaya guna. Bukti empiris telah menunjukkan bahwa besarnya 

investasi pembangunan AMPL tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan akses 

layanan terhadap sarana air minum dan sanitasi. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat 

keberlanjutan sarana yang dibangun yang belum memuaskan. Kesalahan pada masa 

persiapan proyek, pelibatan masyarakat yang kurang, rendahnya kualitas bantuan teknis, 

dan ketiadaan monitoring paska proyek, merupakan alasan klasik penyebab sarana tidak 

berkelanjutan. Pokja memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya hal-hal tersebut. 

Pokja perlu melakukan upaya yang intensif dalam mengajak berbagai pihak untuk 
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memahami dan menerapkan konsep keberlanjutan dengan konsisten. Perlu upaya keras 

dalam meyakinkan berbagai pihak. Karena membangun sarana AMPL berbeda dengan 

membangun sarana lain seperti jalan misalnya.  

Bersifat Lintas Program 

Apa yang ditangani Pokja AMPL bersifat lintas program atau tidak hanya untuk proyek 

tertentu saja. Hal ini sesuai dengan makna bahwa Pokja AMPL untuk saling memperkuat 

SKPD dalam menjalankan tupoksi masing-masing. Pada saat ini di masing-masing daerah 

pada umumnya mengelola lebih dari satu proyek AMPL, misalnya daerah yang 

mendapatkan PAMSIMAS juga mengelola program SLBM, STBM dan proyek dengan nama 

lain dari LSM. Apa yang dilakukan Pokja adalah mempertemuakan semua program untuk 

bersama-sama mengarah pada sasaran pembangunan AMPL di daerah.  

 

 

Gambar 4.1 Sinergi antar Pemangku Kepentingan Dalam Kelompok Kerja AMPL 

Bersifat Egaliter 

Hubungan kerja antar anggota Pokja dalam menjalankan fungsinya bersifat cair dan 

memiliki kesetaraan yang sama. Walaupun diantara anggota Pokja memiliki kesetaraan, 

Pokja yang berfungsi lebih efektif biasanya memiliki champion yang menjadi motor 

penggerak kegiatan Pokja. Pengalaman hampir di semua daerah, institusi yang 

mengkoordinir Pokja AMPL adalah Bappeda. Hal ini sesuai dengan tupoksi Bappeda sebagai 

koordinator perencanaan. 

Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan pada umumnya tidak kaku 

dan tidak birokratis. Apa yang akan dilakukan Pokja direncanakan bersama dan disepakati 

bersama peran masing-masing. Undangan-undangan kegiatan lebih bersifat memenuhi 

syarat formal untuk kepentingan birokrasi pada instansi masing-masing. Pengalaman di 

beberapa tempat komunikasi informal antar anggota Pokja melalui SMS, telepon dan email 

serta chating lebih membuat komunikasi diantara anggota Pokja lebih akrab dan efektif 

untuk saling mengingatkan agenda kegiatan yang telah direncanakan.  

Bersifat Dinamis 
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Pokja AMPL di daerah memiliki kualitas kinerja yang bervariasi, ada pokja yang aktif dan 

proaktif terus menerus, ada yang menurun kemudian bangkit lagi dan bahkan ada pokja 

yang tidak aktif lagi ketika pendamping atau proyek yang dikawal sudah selesai.  Isu pindah 

tugas atau promosi jabatan di lingkungan pemerintah merupakan hal yang biasa, sehingga 

seringkali Pokja kehilangan sebagian anggotanya. Kondisi ini tidak dapat dihindari oleh 

semua Pokja. Yang diperlukan adalah antisipasi agar kontinuitas program dan pengetahuan 

yang dimiliki Pokja dapat dialihkan kepada anggota baru. Dinamika keanggotaan Pokja 

perlu diantisipasi dengan pelatihan reguler bagi staf dinas instansi terkait tentang 

pembangunan AMPL dan fungsi Pokja di dalamnya.  

4.2.2 Karakteristik Pokja Yang Efektif 

Pokja AMPL dengan berbagai latar belakang pembentukannya dapat diklasifikasikan 

menjadi Pokja yang efektif dan Pokja yang tidak efektif dengan karakteristik yang berbeda.  

Pokja  efektif ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Kuatnya peran champion 

Champion atau tokoh Pokja menjadi tulang punggung aktivitas Pokja. Champion selalu 

berada di depan dan senantiasa memikirkan Pokja. Mereka memiliki dan menguasai 

informasi seputar pembangunan AMPL di daerahnya, meliputi hal perencanaan, proyek, 

para pelaku, dan sebaginya. Champion merupakan tokoh yang dapat menjadi contact 

person bagi para pihak yang akan melakukan aktivitas pembangunan AMPL di daerah. Pokja 

yang aktif paling tidak memiliki satu tokoh.   

b. Pemahaman yang baik mengenai isu, tantangan dan peluang dalam pembangunan 

AMPL di daerahnya 

Pokja yang aktif biasanya memiliki anggota yang memahami  isu-isu penting dan 

permasalahan pembangunan AMPL di daerahnya. Mereka memiliki kesadaran dan motivasi 

tinggi mengikuti kegatan-kegiatan Pokja. Mereka juga memiliki kesadaran yang tinggi 

tentang pentingnya mendorong pembangunan AMPL di daerahnya yang lebih efektif 

c. Dukungan pemerintah daerah 

Dukungan  dari pimpinan daerah dan legislatif menjadi salah salah satu indikasi Pokja yang 

efektif. Bentuk dukungan politis ini antara lain dalam bentuk SK Pokja yang diperbarui 

setiap tahun dan dukungan alokasi dana dari APBD. Pokja yang efektif di beberapa daerah 

pada umumnya mendapatkan alokasi biaya yang memadai.  

d. Peran aktif 

Pokja yang efektif pada umumnya ikut berperan dalam proses perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan AMPL.  Sebagai contoh Pokja di Kabupaten Bangka, mereka 

mendapatkan peran khusus dalam pengembangan sistem informasi terpadu AMPL sebagai 

basis data program jaminan kesehatan bagi keluarga miskin.  

e. Memiliki program yang jelas 
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Pokja AMPL yang aktif di beberapa daerah pada umumnya memiliki perencanaan strategis 

Pokja, memiliki target yang ingin dicapai, dan mengintegrasikannya dengan agenda 

kegiatan SKPD. 

f. Proses evaluasi kinerja 

Evaluasi kegiatan Pokja merupakan cara efektif dalam melakukan umpan balik dan refleksi 

terhadap pencapaian program dan kegiatan Pokja. Contoh Pokja yang melakukan evaluasi 

kinerja tahunan antara lain Pokja Sumatera Barat dan NTB. Setiap tahun mereka 

mengundang seluruh Pokja kabupaten/kota melakukan review kegaiatan bersama, dan 

sekaligus memperbarui rencana kerja untuk periode tahun berikutnya. 

g. Sistim kaderisasi 

Pokja yang aktif secara umum telah mengantisipasi perpindahan staf, tidak selamanya 

anggota Pokja akan bisa bertahan karena pindah tugas, promosi, atau pensiun. Pada 

umumnya mereka meminta SKPD menyiapkan kadernya dan dilibatkan dalam setiap 

kegiatan Pokja, sehingga kesinambungan informasi dapat berjalan.  

h. Tidak tergantung pada sumber mata anggaran tertentu 

Banyak Pokja yang menurun aktivitasnya karena keterbatasan dana. Pokja yang aktif pada 

umumnya memiliki strategi pembiayaan yang baik ,misalnya setiap SKPD diminta untuk 

mengalokasikan dana masing-masing. Ketika dana belum tersedia, kegiatan tetap dilakukan 

dengan memanfaatkan kegiatan rutin yang relevan pada masing-masing SKPD. 

i. Memanfaatkan berbagai peluang 

Pokja yang aktif pada umumnya proaktif menjalin kemitraan dengan program-program 

terkait dan mendatangkan CSR. Sebagaimana contoh di Kabupaten Serang yang telah 

dijelaskan sebelumnya dengan kreativitas dan sikap proaktifnya berhasil menjalin 

kemitraan dengan UNESCAP dan CSR Danone-Aqua.  

4.2.3 Karakteristik Pokja Yang Tidak Efektif 

Pokja yang tidak aktif, mati suri kemudian hidup lagi setelah ada proyek atau garapan dan 

setelah proyek selesai menurun lagi, bahkan ada yang benar-benar tidak aktif. Pokja 

dengan kecenderungan seperti ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan Pokja yang 

aktif mulai dari proses pembentukan dan pada saat bekerja. Secara umum Pokja yang tidak 

aktif atau tidak efektif ditandai dengan beberapa ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Motivasi yang lemah. 

Rendahnya motivasi dan pengabdian menjadi penyebab utama menurunnya aktivitas 

Pokja. Rendahnya motivasi disebabkan kurangnya orientasi terhadap  isu pembangunan 

AMPL dan tupoksi yang diembannya 

b. Tidak memiliki wawasan yang utuh mengenai esensi Pokja AMPL 

Pokja yang tidak efektif umumnya tidak didukung dengan pemahaman dan wasasan yang 

utuh mengenai Pokja, apa yang dimaksud Pokja, mengapa perlu membentuk Pokja, untuk 

tujuan apa Pokja dibentuk. Hal ini mengandung pembelajaran pentingnya persiapan yang 
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matang dalam membentuk Pokja, mulai dari identifikasi pelaku, identifikasi masalah, 

menetapkan arah dan tujuan Pokja dan membagi tanggungjawab diantara anggota dalam 

mencapai tujuan yang ditetapkan. 

c. Kegiatan dan hasil kerja Pokja tidak dikomunikasikan 

Tidak adanya informasi mengenai apa yang dilakukan dan yang dihasilkan Pokja kepada 

pimpinan daerah atau pimpinan SKPD membuat semakin jauhnya suara Pokja di mata 

pimpinan dan pengambil keputusan. Beberapa kasus usulan anggaran operasional Pokja 

dicoret karena tidak dianggap sebagai prioritas. Hal ini mengandung pembelajaran betapa 

pentingnya Pokja mengambil inisiatif untuk menyampaikan informasi mengenai 

keberadaan Pokja, apa yang sudah dilakukan, apa hasilnya dan dukungan apa yang 

diperlukan.  

d. Tidak berani meyakinkan pengambil kebijakan 

Pokja yang tidak efektif pada umumnya juga ditandai dengan rendahnya keberanian untuk 

meyakinkan para pengambil kebijakan. Kegiatan pokja yang ditolak, pada umumnya 

disebabkan oleh ketidakberanian menyampaikan pentingnya kegiatan tersebut.  Ketiadaan 

kegiatan yang dibiayai menjadi cikal bakal menurunnya aktivitas Pokja.   

Perbedaan karakteristik antara Pokja yang efektif dan Pokja yang tidak efektif dari awal 

pembentukan sampai dengan status terakhirnya dapat diilustrasikan dalam gambar spiral 

sebab akibat sebagai berikut: 
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Proses Pokja efektif Proses Pokja tidak efektif 

  
Gambar 4.2  Alur Sebab Akibat antara Pokja Efektif dan Pokja Yang Tidak efektif 

Tips Pengelolaan Pokja  

Sebelum membentuk Pokja: 
Seluruh stakeholder perlu menyadari bahwa: 

 Pokja merupakan alat untuk menjadikan pembangunan AMPL yang lebih baik dan berorientasi jangka 
panjang 

 Pembangunan AMPL tidak mungkin ditangani secara sendiri-sendiri, semakin banyak yang berkontribusi 
semakin baik 

 Pembangunan AMPL merupakan urusan wajib daerah sehingga membentuk pokja menjadi bagian dari 
strategi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan wajib tersebut 

Pada saat membentuk Pokja 

 Petakan pelaku AMPL mulai dari yang memiliki peran strategis sampai peran pendukung 

 Pilih orang yang tepat yang duduk di lingkar pertama (inti pokja) 

 Lakukan orientasi yang cukup mengenai isu pembangunan AMPL, gambaran mengenai Pokja yang 
sebenarnya. 

 Tetapkan tujuan, target dan kegiatan yang terukur dan berorientasi jangka panjang 

Setelah Pokja dibentuk 

 Komitmen aksi dan saling mendukung diantara pemangku kepentingan AMPL 

 Dukungan politis  

 Dukungan operasional 

 Peran aktif sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan fungsi dan peran SKPD 

 Strategi komunikasi kepada pengambil keputusan, komunikasi diantara anggota dan komunikasi dengan 
publik 

 Tunjukkan kegiatan dan hasil yang telah dicapai kepada pemangku kepentingan 

 Galang kemitraan dengan berbagai pihak 

 Perbarui rencana aksi secara periodik 

 Monitor dan evaluasi kinerja secara rutin 
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4.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pokja  

Faktor yang diperlukan untuk mendukung efektivitas Pokja agar bertahan antara lain: 

kepemimpinan, komunikasi yang berkelanjutan, suasana kemitraan, dan kesamaan 

komitmen.   

4.3.1 Kepemimpinan 

Inti dari kepemimpinan dalam Pokja adalah kemampuan mempengaruhi, mengarahkan dan 

menggerakkan seluruh anggota Pokja dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan yang 

dimaksud adalah jiwa kepemimpinan champion atau orang yang merasa paling 

bertanggungjawab terhadap keberlanjutan Pokja. Kemampuan kepemimpinan yang 

diperlukan dari champion Pokja setidak-tidaknya antara lain: 

 Mempengaruhi anggota Pokja untuk mau, mendukung, dan merasa tertarik dengan 

Pokja. Lebih khusus mampu mempengaruhi anggota untuk peduli terhadap isu 

AMPL yang memerlukan kehadiran perannya. 

 Membangun dan merumuskan secara bersama-sama arah dan tujuan adanya Pokja 

AMPL  

 Mengarahkan setiap anggota dalam menjalankan fungsi dan perannya agar berada 

pada arah yang tepat sesuai tujuan yang ingin dicapai 

 Menditribusikan peran secara tepat dari masing-masing anggota  

Yang perlu diperhatikan dalam kepemimpinan ini adalah bahwa Pokja bukan dinas, 

sehingga suasana ke-sukarela-an lebih menonjol daripada kewajiban yang mengikat. Apa 

yang diusung oleh champion adalah: nilai, semangat, keterpanggilan, dan rasa 

kesukarelaan.  Hal ini mengandung pemahaman bahwa champion dalam melakukan fungsi 

kepemimpinannya adalah: 

 Mempengaruhi tetapi tidak memerintah 

 Mengarahkan tetapi tidak mengawasi atau supervisi 

 Mendistribusikan peran, bukan memberikan tugas sebagai manajer akan tetapi 

mendistribusikan atas dasar minat dan ketertarikan 

 Merumuskan tujuan bersama secara partisipatif dan realistis  

4.3.2 Komunikasi Yang Berkelanjutan 

Sebagai lembaga organisasi yang bersifat sementara, Pokja menuntut adanya kepedulian 

dan kesadaran secara sukarela dari anggotanya untuk bertemu dan saling memberikan 

informasi. Komunikasi yang berkelanjutan melalui berbagai cara merupakan faktor pengikat 

dan dapat meningkatkan komitmen antar anggotanya. Tugas pokok yang bersifat rutin 

tidak harus menjadi kendala dalam membangun komunikasi.  

Komunikasi pada prinsipnya adalah proses tukar menukar informasi atas  perkembangan 

dan agenda Pokja yang akan dilakukan. Komunikasi bukan berarti selamanya dengan formal 
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akan tetapi bisa dibangun dengan komunikasi informal misalnya melalui SMS, e-mail, 

jejaring sosial, dan sebagainya. 

4.3.3 Suasana Kemitraan 

Rasa kebersamaan, suasana kemitraan, dan pertemanan terbukti dapat menerobos sekat-

sekat ego sektoral. Kritik, saran dan masukan diantara anggota atas kinerja SKPD masing-

masing untuk AMPL tidak dirasakan sebagai sebuah intervensi, akan tetapi dirasakan 

sebagai proses berbagi informasi dan saling memperkuat fungsi dan peran masing-masing. 

Hal yang perlu dijaga adalah saling menjaga dan menghormati privasi masing-masing 

anggota sebagai wakil dari instansi yang diwakilinya. Pokja perlu memelihara rasa saling 

membutuhkan dan kesetaraan dalam menjalankan fungsi dan perannya. 

4.3.4 Kesamaan Komitmen 

Komitmen merupakan faktor penting bagi kelangsungan dan efektivitas Pokja. Komitmen 

dibangun dari proses pemahaman yang utuh mengenai isu dan permasalahan 

pembangunan AMPL di daerahnya, rasa kepedulian untuk bertindak untuk ikut 

berperanserta dalam mengatasi permasalahan dan kesukarelaan. Komitmen champion 

menjadi tulang punggung efektivitas Pokja, akan tetapi komitmen champion kurang besar 

artinya jika tidak didukung dengan komitmen anggota Pokja lainnya.  

Dengan komitmen bersama segala bentuk kekurangan dan keterbatasan tidak menjadi 

kendala yang berarti untuk keberlanjutan kegiatan Pokja. Yang terjadi justru upaya 

bersama mencari jalan keluar. Bentuk komitmen bersama dicontohkan di daerah yang 

mengalokasikan dana untuk Pokja di masing-masing SKPD nya. Hal ini terjadi karena 

masing-masing anggota berhasil meyakinkan pimpinan SKPD masing-masing terhadap 

pentingnya memberikan dukungan kelangsungan Pokja AMPL. Contoh lain adalah pokja 

yang telah berhasil mendorong lahirnya produk kebijakan dan peraturan untuk AMPL 

misalnya Pokja Provinsi NTB yang mendorong Gubernur mengeluarkan kebijakan mengenai 

STOP BABS (BASNO),   Pokja NTT dengan Pergub AMPL-BM, Kabupaten Aceh Besar dengan 

Qonun (Perda) AMPL-BM, Kab Bima dan Kabupaten Dompu dengan Perda AMPL-BM. 

Contoh tersebut terjadi berkat komitmen bersama anggota Pokja dalam meyakinkan 

pengambil kebijakan daerah.  

Pada akhirnya Kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang berkelanjutan, rasa kesetaraan, 

dan suasana kemitraan serta komitmen bersama merupakan satu kesatuan dan saling 

berkaitan dan dibutuhkan untuk menjadikan Pokja yang efektif. Contoh hasil kerja terbaik 

Pokja di beberapa daerah bisa dilihat pada daftar pengalaman sukes pada bagian terakhir 

panduan ini.  
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5. Peran dan Fungsi Pokja AMPL 

5.1 Umum 

Pembangunan AMPL yang efektif dapat dicapai apabila para pelaku pembangunan 

menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Tidak berjalannya salah satu fungsi 

menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembangunan.    

Fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam pembangunan AMPL yang efektif antara lain: fungsi 

perencanaan, fungsi pelaksanaan, fungsi pengendalian, dan fungsi evaluasi. Untuk 

menjalankan fungsi-fungsi tersebut diperlukan peran yang dilakukan oleh beberapa pihak. 

Beberapa peran yang diemban oleh Pokja antara lain: mengkoordinasikan, memperkuat 

kapasitas,  dan komunikasi serta advokasi agar pengelolaan pembangunan AMPL efektif 

dan efisien. 

Peran dan fungsi dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah melalui SKPD terkait, 

ada juga yang memerlukan peran pihak lain karena menyangkut banyak kepentingan dan 

kebijakan masing-masing pelaku.  

5.2 Peran Koordinasi 

Pokja sebagai wadah koordinasi seluruh anggota memiliki kepentingan untuk pengelolaan 

pembangunan AMPL yang berkelanjutan. Kelompok Kerja dituntut untuk mampu 

meningkatkan dan menjadi motor penggerak koordinasi antar sektor serta pemangku 

kepentingan, khususnya dalam proses:  

 Sinergi antar pemangku program AMPL dalam penyusunan perencanaan program 

AMPL  

 Fasilitasi atau dukungan proses pelaksanaan program AMPL dari berbagai sumber 

pembiayaan 

 Fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

 Membangun kemitraan dengan berbagai pihak dalam pembangunan AMPL 

Hasil yang diharapkan melalui peran dan fungsi koordinasi Pokja antara lain 

 Tersusunnya perencanaan pembangunan AMPL yang menyeluruh dan terpadu 

 Terselenggaranya pengelolaan pembangunan bidang air minum dan penyehatan 

lingkungan yang seimbang dan proporsional 

 Berkurangnya resiko kegagalan pembangunan AMPL 

 Berkurangnya ego sektoral antar pelaku pembangunan AMPL 

 Terbangunnya komunikasi yang berkelanjutan dalam suasana kemitraan antar 

pemangku  

 Terlembaganya sistem monitoring dan evaluasi paska pembangunan 
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Dalam peran koordinasi Pokja juga melakukan fungsi sebagai penyuara atau penyampai 

informasi, antara lain: 

 Rencana masing-masing SKPD 

 Rencana program dan proyek dukungan dari luar 

 Arah kebijkan, sasaran dan program-program yang ditetapkan dan diagendakan 

oleh daerah 

 Temuan, isu dan permasalahan yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait dalam 

pembangunan AMPL 

 Sumbang saran dan dukungan antar pihak 

Di samping itu melalui koordinasi ini Pokja juga menjadi pendorong pengarusutamaan 

AMPL meliputi; 

 Pendekatan pembangunan AMPL yang berkelanjutan 

 Penjabaran sasaran dalam RPJMD ke dalam program-program melalui SKPD terkait 

 Keterpaduan program berdasarkan fungsi dan peran masing-masing SKPD 

 Pelembagaan pengelolaan hasil pembangunan di tangan masyarakat sendiri 

5.2.1 Membangun sinergi dan sinkronisasi program AMPL 

Kelompok Kerja diharapkan mampu mensinergikan seluruh potensi sumber daya 

pembangunan AMP,  sejak perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sampai 

dengan pengembangannya. Inti dari sinergi adalah mempersatukan seluruh potensi dan 

kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing sektor dan pihak lain untuk menghasilkan 

kekuatan dan kemampuan yang lebih besar dalam mencapai sasaran pembangunan AMPL. 

Syarat utama yang diperlukan untuk terbangunnya sinergi adalah kesamaan visi dan tujuan 

dalam pencapaian sasaran pembangunan AMPL. 

Hal yang perlu disinergikan dalam pembangunan AMPL meliputi: 

 Sinergi kelembagaan; peran masing-masing lembaga melebur ke dalam 

kebersamaan tanpa mengurangi kewenangan masing-masing agar dapat menuju 

dalam satu arah pembangunan AMPL daerah 

 Sinergi perencanaan;  keterpaduan rencana antar pihak yang menangani 

pembangunan AMPL  

 Sinergi  pelaksanaan; saling mengisi diantara proyek dan program yang ada untuk 

menghindari tumpang tindih kegiatan  

 Sinergi monev; melakukan monev terpadu dengan alat dan metodologi yang 

disepakati 

Sinergi yang kuat menghasilkan: 

 Tercipta suasana kerjasama dan saling menghargai diantara pelaku program 

 Berkurangnya atau tidak adanya konflik kegiatan yang tidak perlu 

 Beban penyelesaian persoalan pembangunan AMPL menjadi ringan. 

 Terintegrasinya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan AMPL. 

 Berkurangnya ego sektoral/elemen pelaku 
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 Pertanggungjawaban bersama, atas berbagai pilihan kebijakan pembangunan 

AMPL. 

5.2.2 Memfasilitasi Pelaksanaan Pembangunan AMPL 

Kelompok kerja melakukan fasilitasi implementasi pembangunan AMPL—baik fisik maupun 

non fisik—dengan melibatkan seluruh SKPD dan pemangku kepentingan dalam seluruh 

tahapan pembangunan.   Fasilitasi pelaksanaan program AMPL adalah serangkaian upaya 

untuk mempermudah pelaksanaan program AMPL di tingkat pelaksana dan pengguna 

(masyarakat).  

 

Fasilitasi meliputi pengembangan kesadaran, peningkatan keterampilan, peningkatan 

pengetahuan, perubahan perilaku dan akses sumberdaya. Bentuk fasilitasi pelaksanaan 

program AMPL yang perlu dilakukan oleh kelompok kerja antara lain: 

 Mendorong masyarakat dan elemen pelaku lain untuk aktif berpastisipasi dalam 

pelaksanaan program AMPL 

 Penguatan kapasitas institusi dan masyarakat 

 Penghubung sumber-sumber pembiayaan pembangunan AMPL 

5.2.3 Membangun Kemitraan Kelompok Kerja dengan Pihak Lain 

Pokja perlu didukung oleh pihak-pihak lain baik sebagai mitra kegiatan maupun mitra 

pembiayaan. Beberapa bentuk kemitraan yang bisa dilakukan oleh Pokja antara lain 

kemitraan dengan media dan lembaga donor serta CSR. Pembahasan lebih lanjut tentang 

kemitraan pada Bab 9. 

5.2.4 Peran dalam Perencanaan 

Peran Pokja dalam perencanaan adalah mendorong  pembangunan AMPL sebagai program 

prioritas dan mendapatkan dukungan penuh. Pokja mendorong agar daerah memiliki 

perencanaan induk AMPL sehingga pembangunan AMPL lebih terarah. Aspek perencanaan 

yang perlu diperhatikan oleh Pokja dalam menjalankan fungsi dan perannya antara lain: 

Penetapan sasaran pembangunan AMPL daerah 

Pokja perlu memberikan kontribusi kepada tim perencana yang menyiapkan dokumen 

perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD). Pokja perlu memastikan adanya sasaran, 

indikator, dan arahan kebijakan yang jelas, sehingga dokumen tersebut dapat dijabarkan ke 

dalam perencanaan di tingkat SKPD. Dokumen perencanaan lain yang perlu dikritisi oleh 

Pokja adalah dokumen RKPD sebelum masuk ke dalam RAPBD untuk memastikan alokasi 

biaya pembangunan AMPL dalam APBD.  
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Gambar 5.1 Kerangka Peran Pokja Dalam Pembangunan AMPL 

 

5.3 Peran Komunikasi dan Advokasi 

Peran advokasi Pokja dalam pembangunan AMPL adalah mempengaruhi pihak-pihak untuk 

menjadikan pembangunan AMPL yang berkelanjutan. Pihak-pihak yang dimaksudkan dalam 

advokasi adalah pengambil kebijakan (kepala daerah dan legislatif), pelaksana 

pembangunan, dan masyarakat.  

Advokasi merupakan tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu yang berkaitan 

dengan kebijakan publik seperti regulasi dan kebijakan pemerintah. Advokasi bersifat 

mendesakkan secara sistematis dengan strategi yang melibatkan pihak yang tepat untuk 

mengartikulasikan apa yang ingin dicapai. Advokasi untuk pembangunan AMPL dilakukan 

dengan tujuan: 

 Mendorong lahirnya kebijakan jika kebijakan tersebut belum ada dan sangat 

diperlukan agar tujuan pembangunan AMPL efektif 

 Mendorong untuk mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, jika kebijakan tersebut 

sudah ada akan tetapi belum berfungsi efektif 

 Mondorong untuk penyempurnaan kebijakan, jika kebijakan sudah ada tetapi tidak 

sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat  

 Mendorong untuk mengganti kebijakan yang sudah ada, jika kebijakan tersebut 

justru kontraproduktif dengan prinsip dan nilai keberlanjutan dan pemberdayaan 

masyarakat 

 Mendorong masyarakat untuk mendukung setiap upaya dalam mewujudkan tujuan 

AMPL antara lain melalui perubahan perilaku dan menjaga kelestarian air baku 

Pendekatan advokasi secara umum bisa dilakukan melalui: 

Identifikasi isu dan 

Permasalahan 

AMPL di daerah 

 

Pembahasan isu 

dan permasalahan 

 

Rencana aksi dan 

berbagi peran 

 

Monitoring dan 

Evaluasi 

Umpan balik 

Rekomendasi kepada Pengambil 

keputusan daerah 

Bupati/Walikota dan 

DPRD 

SKPD terkait AMPL Kinerja daerah 

Bidang AMPL 

Status kinerja 

AMPL Daerah 

Fu
n

gs
i K

el
o

m
p

o
k 

K
er

ja
 

Pemerintah 

Start 



  

 
28 

Komunikasi, yaitu melakukan negosiasi, lobbying atau mempengaruhi untuk meyakinkan 

pihak-pihak yang menjadi sasaran advokasi. Contohnya negosiasi dan mempengaruhi agar 

alokasi anggaran pembangunan AMPL meningkat. 

Fasilitasi, yaitu membantu, menjadi narasumber, fasilitator terhadap upaya mengefektifkan 

pelaksanaan kebijakan, misalnya kebijakan perencanaan partisipatif dan pengelolaan AMPL 

yang berkelanjutan di daerah. Fasilitasi termasuk menghubungkan komunikasi antara 

lembaga donor dengan pengambil keputusan daerah. 

Promosi, yaitu mensosialisasikan dan memasarkan gerakan dan aksi untuk AMPL, misalnya 

gerakan CTPS dan STOP BABS. 

Mediasi, yaitu menjadi penghubung pemangku kepentingan yang merasa dirugikan atas 

kebijakan atau keputusan, misalnya membantu menyelaraskan penetapan lokasi antar 

proyek.  

Litigasi, litigasi selama ini hampir tidak pernah terjadi dan tidak diperlukan. Litigasi adalah 

memperjuangkan hak melalui proses hukum. Umumnya litigasi dilakukan setelah melalui 

proses persengketaan atas perkara dan ada pihak (orang atau lembaga) yang dirugikan atau 

dikalahkan atas pihak yang lain. 

Secara garis besar kegiatan advokasi yang perlu dilakukan oleh Pokja dalam pembangunan 

AMPL antara lain bisa dilakukan melalui kegiatan: 

 Membangun jaringan di antara organisasi-organisasi akar rumput (grassroots), 
seperti BP-SPAMS, Aksansi, dsb. 

 Mempererat komunikasi dan kerjasama dengan para pejabat dan beberapa partai 
politik yang berorientasi reformasi pada pemerintahan 

 Melakukan lobi-lobi antar instansi, pejabat, organisasi kemahasiswaan, organisasi 
kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, dsb. 

 Melakukan kampanye dan media publikasi 
 Yang seharusnya tidak perlu dilakukan selama cara lain bisa dilakukan yaitu: 

o Aksi-aksi peradilan (litigasi, class action, dan  lain-lain) 
o Menerjunkan massa untuk melakukan demonstrasi 

5.4 Peran dalam Monitoring dan Evaluasi 

Peran monitoring dan evaluasi oleh Pokja pada dasarnya untuk memastikan daerah 

memiliki informasi yang diperlukan tentang situasi dan kondisi pembangunan AMPL. Pokja 

bersifat membantu, menyediakan atau melengkapi informasi tentang pembangunan AMPL 

di daerah yang telah ada,  bukan mengambil alih tugas SKPD.  Pokja—yang keberadaannya 

sebagai wadah koordinasi dan komunikasi pembangunan AMPL—memerlukan data yang 

lengkap, akurat, dan valid sebagai informasi untuk bahan komunikasi kepada pengambil 

kebijakan.    

Pokja perlu memiliki informasi “berapa target yang ingin dicapai daerah dalam pemenuhan 

layanan air minum dan penyehatan lingkungan.” Informasi ini merupakan acuan dasar 
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dalam kegiatan monev. Informasi lain yang perlu dimiliki adalah program AMPL yang telah 

dan sedang berjalan di daerah. Informasi lebih mendalam mengenai program-program 

AMPL antara lain: 

 Nama proyek/program yang ada dan dilakukan oleh siapa saja 

 Kegiatan yang telah dilakukan masing-masing SKPD dan proyek terkait 

 Berapa target dan berapa banyak yang telah dicapai  

 Kontribusi proyek/program terhadap sasaran pembangunan AMPL di daerah 

 Isu dan permasalahan yang dihadapi dan sumber masalahnya 

 Dukungan yang diperlukan 

Pokja AMPL Provinsi memiliki peran dalam monev pembangunan AMPL provinsi, kinerja 

internal Pokja provinsi, monev pembangunan AMP kabupaten/kota, dan  kinerja Pokja 

kabupaten/kota.  

Gambaran Pokja dalam menjalankan monev adalah sebagai berikut.   

 

Gambar 5.2  Alur Monitoring dan Evaluasi Kinerja Internal Pokja AMPL 

Pokja dalam menjalankan peran monitoring dan evaluasi perlu didukung dengan peran 

sekretariat yang akan menjalankan  tugas operasional kegiatan, pendokumentasian alat 

dan hasil monitoring serta penyiapan laporan untk dapat disebarluaskan kepada anggota 

Pokja dan pihak-pihak lainnya.  
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6. Cara Membentuk Kelompok Kerja Yang 

Efektif 

Pada bagian ini dijelaskan langkah-langkah praktis proses pembentukan Pokja yang 

diadopsi dari pengalaman beberapa daerah yang terbukti Pokjanya efektif sampai saat ini. 

Langkah teknis dapat disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, dengan 

memperhatikan substansi yang direkomendasikan.  

Daerah perlu memahami terlebih dahulu filosofi dasar dan konsep Pokja dalam konteks 

pembangunan AMPL di daerahnya. Karena banyak nama pokja atau sejenisnya yang tidak 

berfungsi setelah dibentuk.   

Sebagaimana penjelasan mengenai model Pokja pada Bab 4, inisiator pembentukan Pokja 

bisa berasal dari salah satu SKPD, Bappeda atau dari proyek yang mensyaratkan untuk 

membentuk Pokja. Pada prinsipnya,  inisiator adalah pemangku kepentingan dari 

pemerintah  yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi champion Pokja. Proses 

pembentukan Pokja dilakukan melalui empat langkah yaitu; 1) memetakan pelaku, 2) 

orientasi dan proses pembentukan, 3) memilih model dan struktur, dan 4) menyusun arah 

dan program Pokja. 

 

6.1 Memetakan Pelaku AMPL Daerah 

Tujuan pemetaan pelaku adalah memperoleh gambaran secara menyeluruh pelaku 

pembangunan AMPL yang potensial untuk terlibat dalam Pokja yang akan dibentuk. Hasil 

dari pemetaan ini adalah gambaran pelaku baik perwakilan lembaga maupun individu yang 

diharapkan akan duduk dalam pengurus inti pokja, anggota Pokja, dan mitra Pokja. Cara 

melakukan pemetaan pelaku AMPL adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun format pemetaan pelaku 

2. Membuat daftar pihak-pihak yang berkepentingan dengan pembangunan AMPL 

dan memasukannya ke dalam format pemetaan 

3. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penempatan 

orang-orang untuk kepentingan tujuan pembentukan Pokja 

4. Memutuskan memilih orang yang tepat untuk dihadirkan dalam pertemuan 

orientasi dan penyepakatan pembentukan Pokja. 

Alat bantu yang diperlukan dalam pemetaan pelaku adalah sebagai berikut; 

 

 



  

 
31 

Tabel 6-1  Alat Bantu Identifikasi Pemangku Kepentingan Pembangunan AMPL 

Peran dalam 
Pokja 

Nama 
Lembaga 

Nama Kontak 
Person yang 

diusulkan 

Nomor 
Kontak 

Keterkaitan dengan pembangunan AMPL  
(beri tanda check) 

Perencana 
Pelaku 

Program 
langsung 

Pelaku 
Program 

Tidak 
langsung 

Bukan 
pelaku 

program 

Pengurus Inti 1 

2 

dst 

1 

2 

dst 

     

Anggota Pengurus 1 

2 

dst 

1 

2 

dst 

     

Mitra Pokja 1 

2 

dst 

1 

2 

dst 

     

Matrik diatas akan menjawab langkah pertama dan dan setelah nama lembaga dan nama 

orang dimasukkan menjawab langkah kedua. 

Tabel 6-2  Alat Bantu Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan AMPL 

Peran 
dalam 
Pokja 

Nama 
Orang 

dan asal 
lembaga 

Kekuatan Pengaruh 
Dampak 
Positif 

Resiko 

 Pengambilan 
keputusan 

(polits) 

Pelaksanaan 
teknis pemb. 

AMPL 

Mempengaruhi 
pihak-pihak lain 
(swasta, masy. 

LSM, dll) 

Skor 

Kekurangan 
jika orang 
tersebut 

dilibatkan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Pengurus 

Inti 

1 

2 

dst 

      

Anggota 

Pengurus 

1 

2 

dst 

      

Mitra 

Pokja 

1 

2 

dst 

      

Keterangan: 

 Kolom (3) sd (5) beri skor 1 sd 4 semakin kuat nilainya semakin besar mendekati 4 

 Kolom (6) adalah penjumlahan dari kolom (3) sd (5) 

 Kolom (7) beri skor 1 sd 4 semakin besar resiko semakin besar nilainya 

 Kolom (8) adalah kolom (6) dikurangi kolom (7) 

 Kesimpulan semakin besar nilai akhir semakin tepat orang tersebut akan diposisikan sebagai 
pengurus sesuai dengan yang diharapkan sebagai pengurus inti, anggota pengurus atau mitra 

pokja. 
 

Matrik di atas menjawab kebutuhan langkah ke 3 dalam identifikasi pelaku, dan dari 

matriks tersebut selanjutnya dapat disimpulkan siapa saja dan dari lembaga mana saja yang 

potensial untuk dilibatkan dalam Pokja dan yang akan diundang dalam pertemuan orientasi 

pembentukan Pokja. 

6.2 Orientasi dan Kesepatakan Membentuk Pokja 

Pembentukan pokja diawali dengan orientasi dan dilanjutkan dengan rapat pembentukan 

pokja.  Kegiatan orientasi kepokjaan membahas isu pembangunan AMPL yang meliputi 
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gambaran situasi pembangunan/layanan AMPL , status capaian, tantangan, dan resiko jika 

hal tersebut tidak ditangani. Isu dan permasalahan harus mencakup isu teknis, sosial, 

lingkungan, kelembagaan, dan pembiayaan.  

Materi yang dibahas dalam orientasi Pokja mencakup ; Apa, Siapa, Mengapa, , Kapan, 

Dimana, dan Bagaimana Pokja. Orientasi pokja sebaiknya difasilitasi oleh orang yang 

memahami dalam pembentukkan dan pengelolaan Pokja yang efektif.  

6.3 Memilih Model dan Struktur Pokja 

Model dan struktur Pokja disesuaikan berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah. 

Pemilihan model dan struktur perlu dibahas dan disepakati oleh semua peserta rapat 

pembentukkan Pokja. 

Struktur Pokja yangt disepakati perlu diisi oleh orang yang memenuhi kriteria yang tepat. 

Sebagai bahan dapat digunakan hasil identifikasi pelaku pembangunan AMPL sebagaimana 

langkah pertama.  

Sebagai contoh struktur Pokja yang digunakan di beberapa daerah sebagai berikut: 

 
Gambar 6.1 Struktur Pokja model 1 
 

 

 

 

 
Gambar 6.2 Struktur Pokja model 2 
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Gambar 6.3 Struktur Pokja model 3 

Gambar 6.4 

Model keanggotaan Pokja AMPL atau instansi mana saja yang dilibatkan dalam 

kepengurusan atau struktur Pokja disesuaikan dengan daerah dengan mempertimbangkan 

kekuatan dan keterbatasan masing-masing, demikian pula  jumlah orangnya.  Berikut 

adalah contoh susunan keanggotaan pengurus Pokja daerah yang bisa disesuaikan. 
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Tim Sekretariat 

 Staff Bappeda dan beberapa orang yang diadakan secara khusus. 

 

6.4 Menyusun Arah dan Program Pokja 

Tujuan menyusun arah dan program kerja  adalah untuk menetapkan rencana strategis 

Pokja dan pengembangan program serta kegiatan lebih rinci. Langkah ini dilakukan melalui 

proses pertemuan Pokja dengan menghadirkan seluruh pengurus inti dan anggota serta 

para pemangku kepentingan.  

 

Menyusun arah dimulai dengan klarifikasi mandat sebagai Pokja, menetapkan visi atau 

langsung misi Pokja, menetapkan isu strategis yang dianggap sesuai untuk ditangani Pokja 

dalam waktu yang disepakati, misalnya selama lima tahun mendatang.  

6.4.1. Klarifikasi mandat 

Klarifikasi mandat dipahami sebagai penyepakatan bersama “apa tugas dan peran utama 

pokja” dalam mengawal pembangunan AMPL. Klarifikasi mandat perlu merumuskan 

definisi setiap peran, misalnya: 

 Istilah koordinasi, apa yang dimaksud koordinasi, siapa saja yang menjadi target 

atau sasaran dalam koordinasi 

 Istilah advokasi, apa yang dimaksudk advokasi, target advokasi, dan tujuan 

advokasi 

 Istilah monitoring, apa yang dimaksud dengan monitoring, apa yang dimonitor, dan 

informasi apa yang dibutuhkan  

6.4.2. Menetapkan visi dan misi 

Pokja sebagai lembaga ad-hoc mendukung peran SKPD di daerah dalam pelaksanaan 

pembangunan AMPL, oleh karena itu Pokja bisa langsung menetapkan misi Pokja. Adapun 

visi cukup mengacu pada visi pemerintah daerah. Jika diperlukan Pokja dapat menyusun 

visi sendiri yang tidak bertentangan dengan visi daerah.   

 

Contoh visi Pokja AMPL:  

GARDA TERDEPAN DALAM MEMPERJUANGKAN PEMENUHAN LAYANAN AIR MINUM DAN 

PENYEHATAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN 

 

Contoh visi Pokja yang lebih Praktis dan tertutup:  

SELURUH PROGRAM AMPL BERADA PADA ARAH YANG TEPAT UNTUK MENCAPAI SASARAN 

PEMENUHAN LAYANAN AMPL DI DAERAH PADA TAHUN XXXX 
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Contoh rumusan Misi Pokja 

 Memastikan seluruh kegiatan pembangunan AMPL di daerah menerapkan prinsip 

pemberdayaan dan keberlanjutan 

 Menjadi penghubung antara mitra potensial dengan pemerintah dalam 

pembangunan AMPL di daerah 

 Menjadi pusat sumber daya yang handal dalam pencapaian tujuan pembangunan 

AMPL yang berkelanjutan 

Rumusan visi dan misi di atas adalah contoh yang bisa diurai dan dikembangkan sendiri 

oleh daerah sesuai dengan isu dan permasalahan serta kebutuhannya. 

6.4.3. Menetapkan Program 

Dengan memiliki visi atau misi Pokja telah memiliki arah yang akan dituju, selanjutnya 

menetapkan program strategis yang paling tepat untuk bisa mencapai arah sebagaimana 

yang terkandung dalam misi. Contoh bahasa program untuk Pokja AMPL antara lain: 

a. Sinergi pelaku pembangunan AMPL 

Rasional dari program ini adalah esensi peran Pokja adalah sebagai wadah koordinasi para 

pelaku pembangunan AMPL yang masing-masing memiliki kebijakan dan kewenangan 

masing-masing. Untuk itu perlu ada yang peduli untuk mempersatukan untuk menghasilkan 

sinergi yang baik.  

b. Pengarusutamaan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten 

Istilah pengarusutamaan adalah mendorong semua pihak berada pada arah yang tepat ke 

arah kebijakan yang ditetapkan daerah. Juga bisa berarti terciptanya instrumen-instrumen 

yang berfungsi di tingkat masyarakat kemudian di tingkat yang lebih atas yang kesemuanya 

mengarah pada arah yang telah digariskan untuk mencapai tujuan pembangunan AMPL. 

Rasional dari program ini adalah kemampuan SKPD secara tunggal memiliki keterbatasan 

untuk menciptakan pengarusutamaan secara menyeluruh di daerah baik karena terbatas 

sumber daya manusia maupun wilayah kewenangannya yang harus mempertimbangan 

kewenangan SKPD lainnya.  

 

Jika pemerintah memiliki SSK selanjutnya harus diisi dengan program dan kegiatan, dari 

manapun sumbernya baik yang bisa dikendalikan langsung oleh SKPD terkait maupun yang 

diluar kendalinya. Yang dilakukan Pokja adalah ikut mendorong dan meyakinkan 

pentingnya pelaksanaan program sanitasi yang mengacu pada strategi tersebut. 

Pertimbangan lain potensi program atau proyek bisa berasal dari pemerintah maupun non 

pemerintah, khususnya yang non pemerintah, misalnya LSM, mereka perlu paham dan tahu 

bahwa daerah telah memiliki strategi.  

c. Pengarusutamaan Strategi Air Minum Daerah 

Sama prinsipnya sebagaimana pengarusutamaan Strategi Sanitasi Kota/kabupaten 
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6.4.4. Dukungan terhadap program/proyek air minum 

Rasional dari program ini adalah setiap program dari manapun sumbernya perlu 

berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Tidak semua program memiliki informasi yang 

cukup mengenai kebijakan pemerintah dan mengenai karakteristik wilayah lokasi 

programnya. Setiap program yang bersumber dari luar memiliki kepentingan jaminan 

programnya akan mendapatkan dukungan yang penuh dan jaminan keberlanjutan. Atas 

pertimbangan hal tersebut Pokja perlu memberikan dukungan secara penuh dalam bentuk: 

fasilitasi, penghubung, kemitraan atau bentuk-bentuk lain yang membuat setiap program 

dari luar merasa yakin programnya “terbeli” atau teradopsi oleh daerah, yang pada 

akhirnya saling memberikan manfaat baik bagi program tersebut sebagai proyek maupun 

manfaat bagi daerah dalam berkontribusi untuk pemenuhan layanan AMPL.  

 

Sampai disini penjelasan mengenai bagai cara membentuk Pokja AMPL daerah, selanjutnya 

untuk penyusunan kegiatan yang lebih operasional dan bagaimana mengelola Pokja 

sepenuhnya akan bergantung pada Pokja yang telah terbentuk dan dukungan pemerintah 

daerah.  
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BUKU 2 
 

BAHAN BACAAN  
PENGUATAN KAPASITAS POKJA 
AMPL DAERAH 
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1 Kompetensi Pokja AMPL 

Kompetensi Pokja menunjuk pada individu nggota Pokja dalam menjalankan fungsi dan 

perannya. Yang dimaksud kompetensi Pokja adalah karakteristik unggul yang melekat pada 

individu anggota Pokja dalam menjalankan pekerjaan. Dalam konteks kinerja, kompetensi  

merupakan agregasi antara pengetahuan dan keterampilan yang disesuaikan dengan 

bidang pekerjaan atau tugas-tugas tertentu. Jadi, jika dikaitkan dengan fungsi dan peran 

Pokja sebagai wadah koordinasi maka anggota Pokja yang memiliki peran tersebut perlu 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup mengenai apa dan bagaimana 

melakukan koordinasi yang baik dan efektif.  

Menurut Palan (2007) ciri-ciri individu yang memiliki kompetensi disamping pengetahuan 

dan keterampilan, karakteristik individu tersebut juga mencakup sikap dan perilaku dan 

merupakan ciri-ciri manusia unggul. Menurut Biyatzis (2002) kompetensi individu salah satu 

cirinya adalah memiliki visi keberhasilan diri. Gupta (2011) menggambarkan ciri-ciri hasil 

pekerjaan individu berkompetensi antara lain: kualitas tinggi, kecukupan, bisa 

dipertanggungjawabkan, inovatif, efektif dan efisien. 

Secara praktis kompetensi digolongkan menjadi kompetensi nilai, kompetensi inti dan 

kompetensi manajemen. Kompetensi nilai antara lain: sikap integritas, profesional dan visi 

diri. Kompetensi inti misalnya pengetahuan dan keterampilan koordinasi, pengetahuan 

sektor AMPL dan keterampilan komunikasi. Kompetensi manajemen misalnya pengelolaan 

pekerjaan/tugas, pengelolaan organisasi dalam mencapai tujuan baik jangka pendek dan 

jangka panjang.   

Kompetensi Pokja yang kita bicarakan dalam hal ini adalah ciri keunggulan individu anggota 

Pokja dalam menjalankan pekerjaannya. Pertama yang perlu dipahami bahwa entitas Pokja 

yang berkompetensi tidak ubahnya seperti sosok manusia. Manusia disebut sempurna 

apabila indra dan anggota tubuh lainnya berfungsi dengan baik. Indra yang berfungsi 

dengan baik akan memberikan informasi yang cukup untuk melakukan tindakan. Demikian 

pula Pokja AMPL, sosok Pokja AMPL dikatakan sempurna apabila memiliki kelengkapan 

fungsi indra dan anggota tubuh lainnya. Ada fungsi melihat, mendengar, merasakan isu dan 

permasalahan AMPL, ada fungsi mencium dan meraba untuk mencari tahu faktor-faktor 

penyebab dari persoalan yang ada.  Informasi yang diperoleh melalui indra Pokja perlu 

diartikulasikan dengan baik dalam bentuk aksi nyata oleh anggotanya. 

Melihat  

Seluruh anggota pokja harus memahami pontensi dan tantangan yang dihadapi dalam 

pembangunan AMPL di daerahnya. Pokja harus melihat langsung kondisi layanan sarana 

AMPL di seluruh wilayah kerjanya. Pengenalan daerah rawan air dan sanitasi secara khusus 

harus menjadi agenda pokok seluruh anggota Pokja. Pokja juga harus melihat sarana 

terbangun yang dihasilkan berbagai proyek, baik didanai oleh APBD, APBN, masyarakat, 

maupun pihak lainnya. Hasil pengamatan menjadi  bekal dalam merencanakan 

pembangunan AMPL serta penetapan prioritasnya.  
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Mendengar 

Indra pendengaran berfungsi untuk menangkap aspirasi stakeholder dalam pembangunan 

air minum, khususnya masyarakat. Di sisi lain Pokja juga perlu mendengar informasi yang 

berguna bagi peningkatan kinerja pembangunan AMPL di daerahnya. Beberapa informasi 

perlu dicari oleh Pokja seperti: informasi tentang pendekatan baru, inovasi teknologi 

sanitasi/air minum, peluang pendanaan, peluang kerjasama, peluang peningkatan 

kapasitas, dan lain-lain. 

Hasil pendengaran ini antara lain Pokja akan memiliki informasi mengenai: 

 Apa yang dibutuhkan masyarakat 

 Apa saja keluhan masyarakat untuk layanan air minum dan sanitasi 

 Sarana yang berfungsi baik dan bisa menjadi contoh dan sarana yang tidak 

berfungsi yang perlu dikaji lebih lanjut 

 Lembaga pengelola yang bisa menjadi contoh terbaik dan lembaga pengelola yang 

tidak aktif yang perlu dijajaki lebih lanjut. 

Merasakan 

Anggota Pokja harus memahami akibat dari permasalahan yang ada, yang apabila dibiarkan 

tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan permasalahan lain. Berkurangnya debit mata 

air, bertambahnya polusi air permukaan, merupakan gejala yang umum ditemui di semua 

daerah. Pokja harus memiliki pemahaman akan akibat dari permasalahan tersebut apabila 

dibiarkan. 

Mencium 

Pokja perlu menajamkan penciuman terhadap permasalahan yang muncul. Penurunan 

kualitas air permukaan dan penurunan debit mata air merupakan gejala yang timbul dari 

suatu permasalahan. Pokja perlu menelusuri akar permasalahannya sehingga mengetahui 

kebutuhan intervensi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Turunnya 

kualitas air permukaan disebabkan oleh perilaku masyarakat dalam praktek sanitasi dan 

pengelolaan sampah. Turunnya debit mata air disebabkan rusaknya lingkungan di daerah 

tangkapan air. Banyak hal lain yang perlu dicermati untuk dicari akar permasalahan dan 

solusinya. 

Artikulasi 

Kemampuan menyerap informasi melalui berbagai cara perlu disertai dengan kemampuan 

mengolah informasi tersebut, sehingga menjadi paket informasi yang dapat berguna bagi 

semua pihak. Informasi tentang pencemaran sungai oleh limbah manusia perlu 

disampaikan kepada seluruh stakeholder, sehingga menggugah mereka untuk mengambil 

tindakan yang sesuai. Informasi harus dikemas sesuai dengan target yang ingin dijangkau. 

Informasi untuk masyarakat harus mudah dipahami dan dapat menggugah mereka untuk 

merubah perilakunya praktek sanitasi. Informasi bagi pembuat kebijakan perlu disajikan 
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menarik sehingga mendorong mereka untuk menyetujui program pembangunan sarana 

sanitasi dan lingkungan. 

Aksi 

Pokja AMPL dituntut untuk menjadi ujung tombak dalam memastikan pembangunan AMPL 

berkelanjutan. Pokja perlu mendorong seluruh pelaku agar senantiasa memegang prinsip 

penggunaan efetktif dan pendekatan tanggap kebutuhan yang akhirnya menuju pada 

sarana yang berkelanjutan. Pokja sebagai entitas tidak melaksanakan proyek, tetapi SKPD 

anggota Pokja melakukan berbagai kegiatan mulai dari perencanaan teknis, konstruksi, dan 

monev. 

Pada akhirnya kompetensi yang dibutuhkan bagi anggota Pokja dalam menjalankan fungsi 

dan perannya antara lain: : 

(1) Memiliki pengetahuan dan wawasan yang baik mengenai sektor air minum dan 

penyehatan lingkungan 

(2) Memiliki kesadaran tinggi untuk berkomitmen atas tugas yang diemban 

(3) Memiliki sikap positif dalam menjalankan pekerjaan 

(4) Penuh tanggap terhadap berbagai gejala permasalahan yang sedang terjadi untuk 

sektor AMPL dan ketanggapan terhadap dinamika kerja keseharian 

(5) Memiliki integritas yang tinggi dalam memperjuangkan obyektivitas 

(6) Mampu bekerjasama dalam tim dan menjalin kemitraan dengan pemangku 

kepentingan yang lebih luas 

(7) Mampu mengartikulasikan/mengkomunikasikan kepentingan Pokja dengan 

pemangku kepentingan AMPL. 

(8) Mampu mengasi masalah tanpa masalah dalam menjalankan tugasnya sebagai 

Pokja. 
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2 Manajemen Pokja 

 Konsep Manajemen Pokja  

Pada bagian ini diuraikan tips bagaimana Pokja AMPL sebaiknya mengelola organisasinya 

secara efektif. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan dan sumbangan 

pemikiran tentang bagaimana Pokja bisa menjadikan dirinya benar-benar memberikan nilai 

pada pembangunan AMPL di daerahnya.  

Yang dimaksud dengan manajemen Pokja dalam panduan ini adalah tata kelola Pokja dalam 

menjalankan fungsi dan perannya. Manajemen dalam konteks peran Pokja adalah 

bagaimana sebuah tujuan bisa dicapai dengan memanfaatkan dan memberdayakan seluruh 

elemen sumber daya manusia yang ada pada Pokja. Untuk mencapai tujuan Pokja, maka 

masing-masing anggota perlu memahami tujuan besar (big picture/goal) Pokja dan 

mengambil peran masing-masing sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya yang 

semuanya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Fungsi-fungsi manajemen 

menjadi kata kunci sukses Pokja dalam mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki ke 

arah tujuan. 

Manajemen Pokja dalam menjalankan misinya setidak-tidaknya berkaitan dengan:  

manajejemen strategis, manajemen operasional, manajemen sumber daya manusia, 

manajemen pengetahuan dan manajemen kinerja. Untuk manajemen keuangan tidak 

dibahas karena keuangan Pokja akan mengikuti kebijakan pada SKPD atau sistim keuangan 

pembangunan di daerah. Keempat jenis manajemen ini merupakan satu kesatuan yang 

tidak bisa dipisahkan. 

 Manajemen Strategis 

Tujuan Manajemen Strategis Pokja adalah memastikan Pokja memberikan peran dan nilai 

yang strategis terhadap daerah dalam pelaksanaan pembangunan AMPL. Inti manajemen 

strategis Pokja yang pertama; Pokja memiliki arah dan program yang jelas (lihat penjelasan 

Bab cara pembentukan Pokja sub bab menetapkan arah dan program), yang kedua; pokja 

memiliki dan menjalankan strategi untuk mencapai misi yang dijalankan.  

Manajemen strategis Pokja berangkat dari misi yang akan dijalankan, daftar kendala atau 

masalah potensial yang akan menjadi penghambat dalam menjalankan misinya selanjutnya 

menetapkan STRATEGI apa yang tepat dan efektif untuk menjalan misinya. Dari misi dan 

strategi yang akan dilaksanakan diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Dari 

program diidentifikasi kembali kendala spesifik untuk pelaksanaannya dan ditetapkan 

strategi/cara pelaksanannya. Apa yang dibicarakan di sini adalah bagaimana Pokja 

menetapkan strategi untuk menjalankan misi untuk mencapai visi. Contoh visi yang sudah 

dirumuskan Pokja misalnya:  
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Menjadi wadah semua pemangku kepentingan untuk pembangunan AMPL yang 

berkelanjutan.  

Untuk mencapai visi tersebut Pokja mengemban MISI: 

1. Medorong keterpaduan perencanaan pembangunan sektor AMPL yang 

berorientasi pada prinsip efektivitas dan keberlanjutan 

2. Membangun iklim komunikasi yang berkelanjutan dalam suasana kemitraan  antar 

pelaku pembangunan AMPL di daerah  

3. Memperoleh dan menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang relevan 

mengenai berbagai isu pembangunan AMPL untuk mendapatkan perhatihan dan 

tindak lanjut 

4. Menjadi fasilitator dan penghubung bagi terselenggaranya pembangunan AMPL 

yang berkelanjutan antara pemerintah dan dukungan eksternal 

Tantangan 

Tantangan yang dihadapi misalnya: ego sektor, transparansi dan komitmen, data tidak 

lengkap, dll.  

Strategi 

Strategi yang akan ditempuh untuk memperkuat posisi tawar/peran Pokja dan strategi 

untuk menjalankan misi dalam bentuk program-program yang akan dikembangkan 

misalnya: 

1. Kuasai dan petakan mandat (kewajiban) daerah dalam pembangunan AMPL; 

misalnya target AMPL dalam RPJMD, target MDGs Indonesia di mana daerah juga 

ikut memiliki kewajiban.  

2. Bangun jaringan/komunikasi dengan Pokja Nasional mengenai potensi-potensi 

program nasional AMPL untuk daerah 

3. Kembangkan basis data AMPL, sebagaimana dicontohkan NTT memiliki basis data 

pembangunan AMPL sampai di tingkat desa. 

4. Susun Rencana Strategis (Renstra) Pokja AMPL sebagai acuan kegiatan Pokja dan 

sosialisasikan secara terbuka dan sedapat mungkin mendapatkan legal dari 

pimpinan daerah. Ingat, yang dimaksud renstra ini adalah renstra fungsi dan peran 

Pokja, bukan renstra sektor (dinas)  

Contoh di atas bisa dikembangkan lebih lanjut sesuai kondisi daerah. 

 Manajemen Operasional 

Yang dimaksud manajemen operasional Pokja adalah tata kelola Pokja untuk menjalankan 

program dan kegiatan pokja yang efektif dan efisien. Kata kunci manajemen operasional 

untuk Pokja adalah program terlaksana melalui kegiatan yang dilaksanakan secara 

terorganisir, terdokumentasi dan terkendali secara efektif. Manajemen operasional Pokja 

akan berangkat dari rencana kerja Pokja yang terukur dan bisa dijalankan, pembagian 

peran dan tugas untuk setiap kegiatan dan dibahasnya rencana dan hasil kegiatan melalui 
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wadah Pokja. Manajemen operasional sebagai upaya untuk memastikan semua rencana 

bisa dilaksanakan dengan penuh keterlibatan dari semua pemangku.  

Beberapa langkah penting dalam manajemen operasional Pokja adalah: 

1. Penyiapan rencana kerja terukur (tahunan, tri-wulan dan bulanan) yang disepakati; 

siapa yang akan melakukan, apa yang harus dihasilkan dan siapa yang yang akan 

menjadi penanggung jawab termasuk pembiayaannya. Contoh operasional ini 

misalnya penyelenggaraan pertemuan dilakukan dengan penanggung jawab secara 

bergiliran termasuk yang membiayai 

2. Memperjelas siapa orang yang bertanggung jawab untuk masing-masing kegiatan 

3. Memperjelas siapa yang bertanggungjawab terhadap keseharian di sekretariat 

Pokja dan  siapa yang melakukan komunikasi atau korespondensi 

4. Memperjelas dinas mana yang perlu mengalokasi dana yang diusulkan melalui 

APBD untu kegiatan Pokja 

5. Mempertemukan hasil kegiatan yang dilakukan SKPD terkait untuk mendapatkan 

masukan 

 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Keberlanjutan fungsi Pokja dalam pembangunan AMPL merupakan cerminan dari peran 

sumber daya yang ada di Pokja. Jika dipetakan dalam Pokja terdiri dari tim sekretariat yang 

melakukan kegiatan keseharian pokja, anggota pokja yang kehadirannya berdasarkan 

pertemuan atau forum yang diselenggarakan oleh Pokja. Manajemen Sumber Daya 

Manusia Pokja memiliki fokus sebagai berikut: 

1. Tim sekretariat Pokja, fokusnya adalah bagaimana memastikan mereka memahami 

tugas dan tanggung jawabnya, memiliki motivasi, konsisten dan merasa memiliki 

terhadap kegiatan  yang dijalankan. 

2. Anggota Pokja dari masing-masing dinas dan instansi/institusi, fokusnya adalah 

mengelola anggota pokja tetap aktif dalam setiap kegiatan sebagai champion/wakil 

dari masing-masing institusinya.  

3. Regenerasi keanggotaan, fokusnya adalah mendorong masing-masing 

instansi/lembaga untuk mengikutsertakan kader/yunior-nya sebagai penerus 

keanggotaan pada saat senior-nya berhalangan tetap kerena tugas dan 

pekerjaannya.  

 Manajemen Pengetahuan dan Kapasitas 

Sebagai wadah koordinasi dan komunikasi, Pokja AMPL pada dasarnya merupakan pusat 

sumber daya dan pusat pengetahuan, di mana dalam Pokja terdapat banyak orang yang 

peduli, berkemampuan serta memiliki wawasan yang luas mengenai sektor AMPL di 

daerah. Sebagai pusat koordinasi berarti banyak informasi terkini mengenai AMPL yang 

didokumentasikan, untuk menjadi sebuah informasi yang dilengkapi data akurat yang 

selanjutnya menjadi pengetahuan diperlukan manajemen pengelolaan pengetahuan yang 

baik. 
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Bentuk-bentuk kegiatan manajemen pengetahuan yang perlu dilakukan oleh Pokja antara 

lain: 

1. Menyiapkan produk informasi seputar AMPL dalam bentuk leaflet, laporan singkat 

berkala, flyer dan sebagainya yang bisa diakses oleh yang membutuhkan. Dengan 

demikian informasi dari Pokja bisa dijadikan sumber informasi yang akurat. 

2. Membukukan pengalaman-pengalaman pembelajaran baik mengenai keberhasilan 

maupun kegagalan yang bisa diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan. 

3. Mengelola dokumen/pendokumentasian yang rapi dan memilah-milah sesuai 

dengan tema untuk memudahkan pencarian pada saat dibutuhkan 

4. Mengumpulkan dokumen pembelajaran atau dokumen-dokumen penting yang 

berkaitan dengan pembangunan AMPL misalnya: dokumen RPJMD, laporan MDGs, 

Renstra SKPD dan sebagainya untuk dapat dijadikan referensi atau kajian pada saat 

diperlukan.  

Untuk manajemen kapasitas, Pokja perlu mengidentifikasi jenis kapasitas apa saja yang 

diperlukan untuk memperkuat fungsi dan perannya. Untuk itu Pokja perlu pro aktif untuk 

mengikuti perkembangan isu-isu penting AMPL baik dalam skala daerah maupun skala yang 

lebih luas. Pokja dalam merespon isu-isu penting tidak akan terlepas dengan kebutuhan 

kapasitas atau pengetahu-an yang diperlukan, misalnya: Kapasitas tentang advokasi, 

Kapasitas tentang promosi, Kapasitas tentang fasilitasi. 

Untuk memenuhi kapasitas tersebut Pokja perlu melakukan komunikasi dengan sumber-

sumber yang relevan misalnya Pokja Nasional AMPL, perguruan tinggi atau proyek-proyek 

terkait serta lembaga donor potensial yang bisa ditanyakan kepada Pokja Nasional AMPL. 

 Manajemen Kinerja Diri Sendiri  

Pokja dalam menjalankan fungsi dan perannya pada akhirnya perlu dievaluasi, seberapa 

banyak Pokja telah mencapai tujuan dan target kegiatan yang telah ditetapkan. Kinerja 

pokja pada prinsipnya adalah berbicara mengenai apa yang dilakukan, bagaimana 

melakukan dan apa hasil kegiatan yang telah dicapai dalam konteks Pokja. Jadi bukan 

bertanya siapa orang yang melakukan. Prinsip lain adalah apa yang dibahas dalam evaluasi 

kinerja adalah kegiatan-kegatan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan, yang bisa 

diukur dan bisa dideskripsikan sebagai indikasi hasil dari pekerjaan. Secara umum kinerja 

diukur berdasarkan standar dan periode waktu tertentu, biasanya dalam periode satu 

tahun. 

  

Pokja memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan institusi birokrasi di mana 

evaluasi kinerja dilakukan oleh atasannya. Sedangkan Pokja tidak punya atasan secara 

struktural dan tidak berefek pada statusnya sebagai pegawai. Lalu bagaimana? Untuk apa 

mengukur atau mengevaluasi kinerjanya? Prinsip penilaian sendiri kinerja Pokja adalah 

memastikan apa yang sudah direncanakan dilaksanakan, tujuan yang telah ditetapkan 

dicapai, mengetahui kendala-kendala dan membahasnya, apa yang perlu diantisipasi, 

langkah-langkah perbaikan apa yang perlu dilakukan serta pembaruan rencana kerja. 

Dengan demikian instrumen yang dibutuhkan dalam review kinerja adalah: 
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 Rencana kerja 

 Laporan pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing anggota 

 Catatan hasil laporan atau pengamatan mengenai kecenderungan Pokja 

 

Penjelasan lebih rinci cara melakukan evaluasi kinerja Pokja dijelaskan pada Tips 

Monitoring dan Evaluasi Partisipatif 
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3 Monitoring dan Evaluasi Partisipatif 

Pada bagian ini diurakan cara Penyelenggaraan monev partisipatif sebagai penjelasan lebih 

lanjut tentang peran Pokja dalam monitoring dan evaluasi AMPL. Tujuan dari penjelasan ini 

memberikan gambaran bagaimana cara praktis dalam menyelenggarakan monev  

partisipatif untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk ditindaklanjuti.Yang 

diuraikan pada bab ini mencakup monev partisipatif untuk kepentingan kinerja Pokja 

sendiri dan monev partisipatif untuk program AMPL di daerah. Dengan memahami prinsip-

prinsip dan langkah praktis monev partisipatif diharapkan Pokja akan lebih berfungsi secara 

efektif. 

 Konsep Monev Partisipatif 

Yang dimaksud monev partisipatif dalam panduan ini adalah keterlibatan seluruh 

pemangku kepentingan AMPL dalam proses monitoring dan evaluasi tentang kegiatan yang 

telah dilakukan, keluaran dan hasil yang telah dicapai. Dalam monev partisipatif masing-

masing menyampaikan informasi, memberikan pandangan dan masukan mengenai 

informasi yang ada dan berkontribusi dalam menetapkan langkah tindak lanjutnya. Monev 

partisipatif memiliki perbedaan dengan monev konvensional dimana pengumpulan 

informasi pada umumnya dilakukan oleh pihak luar dengan pertimbangan akurasi dan 

menghindari bias. Dalam monev partisipatif keterlibatan banyak pihak dalam mengungkap 

informasi justru akan menambah nilai validitas informasi karena terjadi proses cross check 

secara langsung dan informasi lebih mendalam mengenai latar belakang dari informasi 

yang diterima. Kedua pendekatan antara monev partisipatif dan konvensional tidak untuk 

diperdebatkan mana yang lebih baik karena masing-masing pendekatan akan sesuai 

dengan tujuan monev itu sendiri.  

Urgensi pentingnya Pokja memiliki pengetahuan monev partisipatif adalah sesuai dengan 

karakteristik Pokja sebagai wadah koordinasi yang melibatkan banyak pihak dan masing-

masing berkepentingan untuk mendapatkan informasi seputar pembangunan AMPL dari 

berbagai sumber. Di samping informasi yang perlu dimiliki Pokja adalah informasi yang 

pada akhirnya menjadi umpan balik secara langsung kepada Pokja, dibahas dan diputuskan 

bersama untuk tindaklanjutnya. Berbeda dengan monev konvensional hasil monev 

dilaporkan kemudian dianalisis oleh pihak yang dianggap berkompeten dan selanjutnya 

menjadi input dalam pengambilan keputusan tentang tindak lanjut berikutnya oleh orang 

yang berwenang. 

 Monev Partisipatif untuk Evaluasi Kinerja Pokja  

Tujuan monitoring internal Pokja adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan yang 

direncanakan terlaksana dan target keluaran yang diharapkan dicapai sesuai dengan 

waktunya yang telah ditetapkan. Jadi inti dari monitoring adalah melihat dari sisi kegiatan 

dan keluaran langsung dari kegiatan.  

Tujuan evaluasi internal atau evaluasi diri sendiri adalah memastikan dan menyimpulkan 

bahwa tujuan dari kegiatan, program atau kinerja secara keseluruhan tercapai setelah 
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melalui proses kegiatan dan pencapaian keluaran. Jadi inti dari evaluasi di sini adalah 

pencapaian hasil. Hasil kegiatan bisa dilihat pada tengah masa dan pada akhir masa 

perencanaan. Jika perencanaan tersebut adalah perencanaan tahunan maka evaluasi 

tengah masa berarti evaluasi semester. Jika yang dimaksud perencanaan tersebut 

perencanaan strategis lima tahunan berarti evaluasi pada tahun ke tiga.  

3.2.1 Persiapan 

Sebagaimana persiapan monitoring dan evaluasi pada umumnya terlebih dahulu perlu 

dirumuskan tujuan spesifik untuk melakukan monitoring dan evaluasi, klarifikasi atau 

memahami kembali apa yang menjadi rencana kegiatan (target keluaran dan tujuan atau 

hasil yang diharapkan). Setelah proses tersebut dilakukan selanjutnya menetapkan cara 

bagaimana proses monitoring dan evaluasi  tersebut akan dilakukan, siapa yang akan 

melakukan dan siapa saja yang akan dilibatkan.  

3.2.2 Instrumen pengumpulan informasi  

Untuk memastikan proses monev akan menjawab tujuan maka perlu disiapkan instrumen 

atau alat bantu yang akan dipergunakan selama monev partisipatif, antara lain:  

a. Rencana kerja yang sudah disepakati 

Rencana kerja yang telah disepakati dijadikan acuan untuk melihat mana rencana yang 

sudah terlaksana dan mana yang belum terlakasana.  

b. Daftar pertanyaan yang akan menjadi topik diskusi 

Daftar pertanyaan digunakan untuk mengarahkan diskusi secara sistematis yang hasilnya 

bisa disimpulkan dan diagregasi untuk memperbarui rencana tindak. Pertanyaan ini adalah 

pertanyaan kunci yang akan disampaikan untuk dijawab oleh semua yang terlibat dalam 

monev partisipatif. Jika pertanyaan tersebut dalam bentuk format, maka forrmatnya juga 

perlu disepakati. Untuk memastikan hasilnya standar atau diperoleh tingkat kedalaman 

informasi sesuai dengan yang diharapkan maka perlu disusun dan disepakati skenario 

pelaksanaannya.  

c. Format pengumpulan data yang diperlukan (bisa dikembangkan sendiri) 

Format pengumpulan data digunakan untuk membantu dan mempermudah proses 

pengumpulan informasi secara standar sehingga hasilnya bisa diagregasi dan 

membandingkan dengan status kemajuan sebelumnya. 

3.2.3 Pelaksanaan  

a. Monitoring Partisipatif Internal Pokja 

Proses pelaksanaan monev partisipatif dilakukan melalui pertemuan dengan menghadirkan 

semua pengurus Pokja. Mengingat kegiatan Pokja bersifat forum dan umumnya dinamis, 

maka pelaksanaan monitoring dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan membahas 

kegiatan lainnya. Untuk monitoring ini perlu dibuat sesederhana mungkin tetapi informasi 

dapat terkumpul dengan cara melakukan ceck list bersama-sama, bisa sebelum acara 
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pertemuan dimulai atau setelah pertemuan utama selesai. Prinsipnya dalam melakukan 

monitoring internal ini jangan sampai dianggap sebagai beban yang memberatkan. 

Yang terpenting dalam monitoring partisipatif Pokja ini adalah status kemajuan 

pelaksanaan rencana kerja diketahui bersama. Jika ada masalah atau kendala disampaikan, 

dibahas dan disepakati apa yang harus ditindaklanjuti dan kapan diharapkan akan selesai. 

Yang perlu dihindari adalah saling menyalahkan yang membuat salah satu anggota merasa 

terpojokkan, karena akan kontraproduktif yang membuat mereka tidak termotivasi untuk 

hadir dalam pertemuan berikutnya. Yang perlu dilakukan setelah proses monitoring 

internal ini adalah ringkasan status kemajuan pelaksanaan rencana disampaikan ke semua 

anggota sebagai umpan balik dan acuan yang perlu dilakukan.    

b. Evaluasi Partisipatif Internal Pokja  

Tingkat perhatian yang dibutuhkan dalam evaluasi partisipatif internal pokja lebih besar 

dibandingkan dengan monitoring. Sesuai tujuannya evaluasi ini untuk memastikan dan 

menyimpulkan bersama mengenai pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan dari 

kegiatan atau program yang telah dilakukan oleh Pokja dalam periode tertentu.  

Suasana yang perlu dibanguan selama pertemuan untuk melakukan evaluasi adalah 

semuanya merasa menikmati atau “enjoy” dan semuanya merasa berkepentingan untuk 

menyampaikan aspirasinya. Yang perlu ditegaskan oleh pimpinan pertemuan bahwa 

evaluasi tersebut bukan mencari kesalahan akan tetapi bersama-sama melihat apa yang 

telah dicapai selama ini dan umpan balik apakah tujuan yang selama ini ditetapkan telah 

“kita” capai atau belum, apa kendalanya dan apa yang harus kita lakukan serta apa yang 

kita perlukan untuk perbaikan ke depan. 

Dikarenakan evaluasi ini pada dasarnya mengevaluasi kinerja Pokja, maka sebaiknya 

dilakukan terlebih dahulu pengumpulan informasi mengenai pencapaian kinerja dengan 

menggunakan format yang telah disiapkan, kemudian dianalisis bersama serta 

disandingkan dengan tujuan sebagaimana rencana kerja yang pernah disepakati 

sebelumnya. Berikut adalah contoh penggunaan instrumen evaluasi sendiri kinerja Pokja 

dengan menggunakan format pertanyaan dan cara menyimpulkannya. Dalam 

penggunaanya terlebih dahulu seluruh peserta mengisikan format evaluasi berdasarkan 

persepsi masing-masing, kemudian secara bersama sama ditabulasi kemudian hasilnya 

dibahas. Cara lain, sebelum pertemuan dilakukan terlebih dahulu setiap anggota pengurus 

Pokja mengisi format kemudian diserahkan kepada koordinator Pokja untuk ditabulasi 

kemudian pada saat pertemuan tinggal membahas  hasilnya. Cara mana yang dipilih 

tergantung keleluasaan dan kebutuhan pokja.  
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LEMBAR PENILAIAN  DIRI SENDIRI KELOMPOK KERJA 

Petunjuk Pengisian:  
Berikan penilaian (sesuai dengan pengalaman di Pokja selama ini) dengan melingkari skor pada pernyataan 

dibawah ini. Skala nilai 0-5, artinya : 0 buruk sekali – 5 baik sekali  

 

A Hubungan dengan stakeholders utama Nilai 

1.  1. Organisasi dapat mengidentifikasi stakeholders utama 0 1 2 3 4 5 
2.  2. Organisasi dapat membedakan harapan stakeholders 0 1 2 3 4 5 
3.  3. Stakeholders terlibat dalam identifikasi isu-isu 0 1 2 3 4 5 
4.  4. Stakeholders terlibat dalam perencanaan program 

pembangunan AMPL menuju pencapaian MDG 2015 
0 1 2 3 4 5 

5.  5. Stakeholders terlibat dalam memberikan kontribusi 
sumber daya untuk pembangunan AMPL menuju 
pencapaian MDG 2015 

0 1 2 3 4 5 

6.  6. Stakeholders terlibat dalam monitoring-evaluasi 
pembangunan AMPL 

0 1 2 3 4 5 

B Komunikasi dengan stakeholder eksternal       

 1. Program kerja Pokja disampaikan kepada 
stakeholders yang mendapatkan manfaat dari 
lembaga ini 

0 1 2 3 4 5 

7.  2. Pokja mengembangkan kepedulian/pemahaman 
tentang AMPL diantara para stakeholders 

0 1 2 3 4 5 

8.  3. Pokja mengadakan komunikasi dan pertukaran 
data/informasi yang intensif dengan stakeholders yang 
bersangkutan 

0 1 2 3 4 5 

9.  4. Pokja berupaya untuk melibatkan stakeholders yang 
biasanya tidak terwakili (perempuan, masyarakat 
miskin, etnis minoritas, dsb) 

0 1 2 3 4 5 

10.  5. Stakeholders (instansi) terkait memiliki pemahaman 
yang sama tentang peran dan tujuan Pokja 

0 1 2 3 4 5 

11.  7. Pokja menciptakan hubungan yang dekat dengan 
masyarakat, LSM dan sektor swasta 

0 1 2 3 4 5 

12.  8. Pokja menggunakan media massa untuk menjelaskan 
program dan kegiatan kepada masyarakat  

0 1 2 3 4 5 

 9. Masyarakat umum memiliki kesan yang positif tentang 
Pokja 

0 1 2 3 4 5 

C Sistem Informasi       

 1. Terdapat sistem dan prosedur yang tepat untuk 
mengumpulkan, menyimpan, dan mengambil kembali 
data dan informasi 

0 1 2 3 4 5 

 2. Penempatan staf yang terampil untuk mengelola 
sistem informasi 

0 1 2 3 4 5 

 3. Sistem yang ada digunakan untuk memproses, 
menganalisis, dan menyebarluaskan data kepada 
pihak terkait 

0 1 2 3 4 5 

 4. Informasi tersebar merata kepada semua anggota 
Pokja 

0 1 2 3 4 5 

 5. Stakeholders dapat mengakses informasi yang 
tersedia 

0 1 2 3 4 5 

 

D Hubungan internal organisasi       
 1. Rapat diadakan secara teratur 0 1 2 3 4 5 
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 2. Rapat Pokja memberikan peluang untuk saling berbagi 
pengalaman, gagasan dan saran antar anggota. 

0 1 2 3 4 5 

 3. Mendorong terjadinya kerjasama tim dalam Pokja 0 1 2 3 4 5 
 4. Kepada para anggota Pokja diberikan peluang untuk 

memberikan masukan dan saran dalam proses 
pengambilan keputusan 

0 1 2 3 4 5 

 5. Informasi dibagi dengan bebas di antara semua 
anggota tim 

0 1 2 3 4 5 

 6. Anggota tim didorong untuk mengambil inisiatif dan 
memotivasi diri sendiri 

0 1 2 3 4 5 

 7. Pokja berperan dalam melaksanakan jenis layanan 
AMPL, sesuai fungsi dan kewenangan yang 
dimilikinya dalam pengelolaan AMPL 

0 1 2 3 4 5 

E Manajemen Anggaran dan Keuangan       

 1. Pokja memiliki mekanisme dan proses perencanaan 
anggaran yang dilakukan secara partisipatip dan 
diintegrasikan dalam perencana Pembangunan 
Tahunan 

0 1 2 3 4 5 

 2. Pokja mempunyai rencana keuangan jangka 
menengah sesuai program prioritas. 

0 1 2 3 4 5 

 3. Pokja melaksanakan pengelolaan anggaran yang 
dikendalikan secara terus menerus 

0 1 2 3 4 5 

 4. Pokja menyusun pelaporan keuangan yang tertib dan 
terbuka 

0 1 2 3 4 5 

 5. Pokja berupaya untuk mencari inovasi mekanisme 
perencanaan-penganggaran lengkap dengan 
prasyarat dan konsekuensinya 

0 1 2 3 4 5 

F Pengembangan regulasi       

 1. Pokja memiliki kemampuan untuk menentukan 
substansi regulasi yang berkaitan dengan AMPL 

0 1 2 3 4 5 

 2. Pokja dapat menempatkan relevansi regulasi dengan 
masalah AMPL 

0 1 2 3 4 5 

 3. Pokja mengembangkan proses perumusan regulasi 
daerah dengan melibatkan multi stake holder 

0 1 2 3 4 5 

 4. Pokja dapat menjaga kesesuaian regulasi dengan 
prinsip kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat 

0 1 2 3 4 5 

 5. Efektivitas dan efisiensi regulasi menjawab 
permasalahan AMPL di daerah 

0 1 2 3 4 5 
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Cara menghitung;  

 Hitung terlebih dahulu berapa orang yang mengisi atau lembar kuesioner yang 
terisi dan pastikan terisi dengan lengkap. 

 Untuk masing-masing komponen yang dinilai (ABCDE) hitung berapa yang memberi 
nilai 0, 1, 2, 3 dan 4 

 Setelah diketahui kalikan masing-masing kategori nilai dengan jumlah orang yang 
menilainya misalnya kalau dari 10 lembar terisi ada 5 kuesioner yang memberikan 
nilai 3  maka dikalikan 5x3 = 15 untuk kategori nilai yang lain dihitung dengan cara 
yang sama. 

 Hitung rata-rata keseluruhan nilai masing-masing komponen, contoh semua nilai 
terpilih dikalikan jumlah yang memilih jumlahnya 30 maka nilai komponen A 30/10 
= 3, demikian seterusnya sehingga kita mengetahui berapa skor rata-rata masing-
masing komponen.  

Resume hasil penilaian dituangkan dalam tabel sebagai baerikut 

No Aspek yang dinilai Nilai 

1. Hubungan dengan stakeholders utama A 

2. Komunikasi dengan stakeholders eksternal B 

3. Sistem Informasi C 

4. Hubungan internal organisasi D 

5. Manajemen Anggaran dan Keuangan E 

6. Pengembangan regulasi F 

 Jumlah nilai X 

 Nilai rata rata (Skor perkembangan Pokja) (N)  X / 6 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KELOMPOK KERJA  

Kelompok Kerja : …………………………………………………………. 

Lokasi : …………………………………………………………. 

Waktu : …………………………………………………………. 

Skor Penilaian …………………………………………………………. 

Skala  

0 Tidak dapat dikaji atau tidak ada informasi 

1 Pengelolaan Pokja perlu mendapat perhatian secepatnya dan menyeluruh untuk 

kelangsungan Pokja 

2 Pengelolaan Pokja perlu perbaikan dalam aspek yang luas 

3 Pengelolaan Pokja perlu perbaikan dalam aspek tertentu 

4 Pengelolaan Pokja dapat diterima, dengan beberapa kemungkinan perbaikan 

5 Pengelolaan Pokja dapat diterima dan perlu dipertahankan 

  

 

Setelah format di atas ditabulasikan selanjutnya disimpulkan berdasarkan skor yang 

dihasilkan. Yang terpenting adalah memperjelas setiap kesimpulan, apa yang perlu 

ditindaklanjuti. Hasil dari monev partisipatif internal Pokja adalah rencana kerja yang 

diperbarui.  
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 Monev Partisipatif untuk kepentingan program 

Monev partisipatif program AMPL menjadi salah satu kegiatan penting yang perlu 

dilakukan oleh Pokja sebagai upaya memberikan masukan kepada seluruh pelaku program 

AMPL di daerah. Ada dua bentuk monev partisipatif program AMPL yang bisa dilakukan 

oleh Pokja yaitu monev yang bersifat periodik di tingkat Pokja dan monev partisipatif di 

tingkat masyarakat. Untuk jenis kegiatan yang kedua ini dilakukan atas dasar kebutuhan 

spesifik misalnya permintaan dari proyek atau program tertentu atau monev yang bersifat 

triangulasi untuk memastikan temuan-temuan yang diperoleh melalui pertemuan monev di 

tingkat Pokja lebih valid.  

Apa yang diuraikan pada bagian ini adalah prinsip-prinsip yang perlu dipahami tentang 

bagaimana cara menyelenggarakan monev program; apa yang perlu dipersiapkan, alat apa 

yang perlukan, bagaimana cara melaksanakan dan bagaimana menggunakan hasil monev 

tersebut.  

3.3.1 Memahami Rancangan Proyek 

Rancangan monitoring dan evaluasi pada dasarnya merupakan kerangka logis program 

yang berisi apa tujuan program, output, input dan kegiatan yang diuraikan secara terukur. 

Rancangan ini perlu dipahami dengan baik sehingga penyelenggaraan monitoring dan 

evaluasi memberikan manfaat yang besar.  

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi ada tiga tujuan, yaitu monitoring pelaksanaan 

kegiatan, monitoring pencapaian output atau keluaran dan evaluasi hasil dari kegiatan. 

Batasan pengertian ketiga tujuan monitoring dan evaluasi di atas adalah: 

 Monitoring kegiatan; monitoring yang ditujukan untuk memastikan seluruh 

kegiatan yang seharusnya dilakukan dapat terlaksana. 

 Monitoring output/keluaran; monitoring yang ditujukan untuk memastikan target 

keluaran dari program AMPL tercapai.  

 Evaluasi Hasil; evaluasi untuk memastikan hasil atau kondisi yang diharapkan 

terjadi setelah kegiatan dan output yang diharapkan telah dicapai.  

Matrik dibawah adalah sebuah contoh rancangan proyek yang bisa dijadikan acuan dalam 

penyelenggaraan monev. Terdiri dari; tujuan monitoring dan evaluasi, indikator atau 

informasi yang dikumpulkan pada tahap persiapan, tahap konstruksi dan tahap operasi dan 

pemeliharaan serta indikator kinerja lembaga pengelola di tingkat masyarakat. 

Cara membaca matrik di bawah adalah: 

 Dari atas ke bawah akan diketahui indkator yang akan dilihat berdasarkan tahapan 

proyek. 

 Dari kiri ke kanan  akan diketahui perbedaan antara target kegiatan, target 

output dan target hasil.  
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Contoh Rancangan Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring Kegiatan Monitoring Output Evaluasi Hasil 

Tujuan: 

Memastikan seluruh proses yang 
harus dilakukan telah dilaksanakan 
sesuai pedoman 

Tujuan: 

Memastikan seluruh persyaratan dan 
kondisi yang diperlukan 
program/proyek telah dipenuhi 

Tujuan: 

Mengetahui tingkat kesiapan 
masyarakat dalam rangka 
pelaksanaan pembangunan AMPL 

Indikator Tahap Persiapan Indikator Tahap Persiapan Indikator Tahap Persiapan 

 Program/proyek pembangunan 
AMPL telah disosialisasikan ke 
seluruh warga 

 Penyampaian informasi 
mengenai pendekatan 
program/proyek, teknologi dan 
konsekuensi bentuk tanggung 
jawab masyarakat selama dan 
pasca program/proyek dilakukan 
melalui pertemuan warga 

 Proses pengambilan keputusan 
dilakukan melalui pertemuan 
warga 

 Proses pembentukan Badan 
Pengelola Sarana  AMPL 
dilakukan melalui pertemuan 
masyarakat 

 Identifikasi kebutuhan sanitasi 
lingkungan 

 Jumlah orang yang mendapatkan 
sosialisasi 

 Dokumen persetujuan 
masyarakat 

 Terbentuknya Kelembagaan 
Badan Pengelola Sarana AMPL  

 Dokumen  Rencana Kerja 
Masyarakat  

 Kesepakatan kontribusi 
masyarakat  

 Jumlah rumah tangga yang akan 
mendapatkan layanan AMPL  

 Pemahaman masyarakat 
terhadap konsep dan pendekatan 
pembangunan AMPL Berbasis 
Masyarakat 

 Pemahaman dan kesiapan 
Badan Pengelola Sarana AMPL 
terhadap fungsi dan perannya 
dalam pengelolaan kegiatan 
pembangunan AMPL 

 Rencana kerja tahap persiapan 
telah dijalankan dengan baik. 

 Komitmen kontribusi masyarakat 
telah dipenuhi. 

 

Indikator Tahap Konstruksi Indikator Tahap Konstruksi Indikator Tahap Konstruksi 

 Penjelasan desain teknis sarana 
AMPL dan pekerjaan konstruksi 
kepada tim teknis 

 Pelatihan Teknis Pelaksanaan 
Konstruksi AMPL dilakukan 

 Pengorganisasian masyarakat 
dilakukan oleh Badan Pengelola 
Sarana AMPL 

 Penyediaan material yang 
diperlukan dalam rangka 
pelaksanaan konstruksi 

 Pertemuan Badan Pengelola 
Sarana AMPL untuk me-review 
progres pelaksanaan konstruksi 
dilakukan 

 Jumlah orang yang mendapatkan 
penjelasan mengenai desain 
teknis dan proses pekerjaan 
konstruksi 

 Jumlah anggota Badan Pengelola 
Sarana AMPL yang mendapatkan 
pelatihan teknis konstruksi 

 Rencana kerja detail dan 
pembagian tugas 

 Seluruh material konstruksi 
disiapkan 

 Jumlah pertemuan membahas 
kemajuan dan evaluasi pekerjaan  

 Pemahaman masyarakat 
mengenai gambaran teknis 
pekerjaan konstruksi 

 Kesiapan Badan Pengelola 
Sarana AMPL dan seksi teknis 
untuk melaksanaan pekerjaan 
konstruksi 

 Komitmen dan konsistensi 
pelaksanaan rencana kerja  

 Kecukupan kebutuhan material 

 Kualitas pekerjaan konstruksi 

 Penyelesaiaan permasalahan-
permasalahan yang dihadapi 
dalam pekerjaan konstrusi oleh 
masyarakat sendiri 

Indikator Tahap Pengelolaan dan 
Pengembangan 

Indikator Tahap Pengelolaan dan 
Pengembangan 

Indikator Tahap Pengelolaan dan 
Pengembangan 

Kelembagaan : Kelembagaan Kelembagaan 

 Penjelasan Peran dan Fungsi 
Badan Pengelola Sarana AMPL  

 Menyiapakan Struktur dalam 
Badan Pengelola Sarana AMPL  

 Menyediakan sistem 
administrasi 

 Menyepakati Peraturan internal 
dan eksternal yang dimiliki 
lembaga 

 Diskripsi tugas kepengurusan 
Badan Pengelola Sarana AMPL 

 Susunan pengurus Badan 
Pengelola Sarana AMPL 

 Sistem admnistrasi Badan 
Pengelola Sarana AMPL 
dilaksanakan secara teratur 

 Pemahaman pengurus Badan 
Pengelola Sarana AMPLtentang 
diskripsi tugas 

 Kesiapan pengurus Badan 
Pengelola Sarana AMPL untuk 
bekerja sesuai dengan diskripsi 
tugas 

 Kualitas laporan administrasi 
Badan Pengelola Sarana AMPL 

Kinerja lembaga : Kinerja lembaga Kinerja lembaga 
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 Ketersediaan Rencana kegiatan 
Badan Pengelola Sarana AMPL 

 Kesiapan peran serta 
masyarakat 

 Ketersediaan mekanisme 
operasionalisasi sarana AMPL 

 Komponen iuran pengelolaan 
sarana AMPL 

 Kontribusi Badan Pengelola 
Sarana AMPL untuk kegiatan 
lain di desa 

 Upaya yang dilakukan Badan 
Pengelola Sarana AMPL dalam 
pelestarian sumber air dan 
lingkungan permukiman 

 Laporan kegiatan 

 Sumber pendapatan Badan 
Pengelola Sarana AMPL 

 Pengendalian pada kualitas, 
kuantitas, keterjangkauan dan 
kontinuitas air 

 Persentasi/proporsi yang 
mendapatkan layanan sarana 
AMPL 

 Upaya pengembangan sarana 
dan pelayanan 

 Dokumen Rencana Kegiatan 
Badan Pengelola Sarana AMPL 

 Kesepakatan bentuk peran serta 
masyarakat 

 Dokumen Standar Operasional 
Prosedur Operasionalisasi 
Sarana AMPL 

 Kesepakatan iuran pengelolaan 
sarana AMPL 

 Kesepakatan kontribusi Badan 
Pengelola Sarana AMPL untuk 
kegiatan pembangunan di desa 

 Kesepakatan Badan Pengelola 
Sarana AMPL untuk pelestarian 
sumber air dan lingkungan 
permukiman 

 Dokumen laporan kegiatan 
Badan Pengelola Sarana AMPL 

 Terkumpulnya pendapatan 
Badan Pengelola Sarana AMPL 

 Terlaksananya pengendalian  
pada kualitas, kuantitas, 
keterjangkauan dan kontinuitas 
air 

 Nilai manfaat dan perubahan 
perilaku masyarakat setelah 
tersedianya sarana AMPL 

 Prosentasi jumlah penduduk  
suatu wilayah dibandingkan 
kemampuan layanan sarana 
AMPL yang tersedia 

 Dokumen Rencana 
Pengembangan Sarana dan 
pelayanan AMPL 

 Rencana Kegiatan Badan 
Pengelola Sarana AMPL telah 
dijalankan dengan baik 

 Komitmen peran serta 
masyarakat telah dipenuhi 

 Standar Operasional Prosedur 
Operasionalisasi Sarana AMPL 
telah dijalankan dengan baik 

 Komitmen pembayaran iuran 
pengelolaan sarana AMPL telah 
dijalankan dengan baik 

 Komitmen kontribusi Badan 
Pengelola Sarana AMPL untuk 
kegiatan pembangunan di desa 
telah dilaksanakan dengan baik 

 Komitmen Badan Pengelola 
Sarana AMPL untuk pelestarian 
sumber air dan lingkungan 
permukiman telah dilaksanakan 
dengan baik 

 Ketersediaan laporan kegiatan 
Badan Pengelola Sarana AMPL 
secara rutin 

 Ketersediaan Laporan 
Pendapatan Badan Pengelola 
Sarana AMPL secara rutin 

 Penerima manfaat air minum 
mendapatkan keamanan 
layanan baik secara kualitas, 
pada kualitas, kuantitas, 
keterjangkauan maupun 
kontinuitas 

 Laporan tentang meningkatnya 
akses masyarakat terhadap 
layanan AMPL 

 Laporan cakupan layanan AMPL 

 Terlaksananya secara bertahap 
Pengembangan Sarana dan 
pelayanan AMPL 

 

Dari matrik di atas diketahui informasi apa saja yang dibutuhkan dalam pelakasaan monev 

di tingat kegiatan, output atau hasil. Langkah selanjutnya memilih informasi tertentu sesuai 

dengan tahapan proyek/program. Yang perlu dipahami bahwa dalam pelaksanaan monev 

tidak semua informasi yang ada dalam rancangan proyek/program akan bisa diperoleh 

semua sekaligus. Karena setiap indikator kegiatan maupun keluaran mengikuti kapan waktu 

harus dicapai. 

3.3.2 Persiapan pelaksanaan 

Sebagaimana penjelasan sebelumnya dalam persiapan tujuan dan jenis informasi apa saja 

yang diperlukan perlu dirumuskan dan disepakati. Untuk monev program, informasi utama 

yang perlu dikumpulkan adalah; apa yang dilakukan oleh masing-masing proyek/program, 

berapa target sarana yang akan dibangun, berapa yang sudah terbangun dan berapa yang 

telah menikmati dan agregasi dari semua program yang ada. Jika programnya bersifat 

bantuan teknis atau tidak ada aktivitas pembangunan fisik informasi yang perlu 
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dikumpulkan adalah target keluaran apa yang diharapkan dan berapa banyak yang telah 

dicapai atau dilaksanakan dan seterusnya.  

Jika monev ditujukan kepada setiap proyek dan bersifat menyeluruh informasi yang perlu 

dikumpulkan dari masing-masing proyek antara lain:   

 Apa tujuan proyek/program  

 Apa target kegiatan yang harus dilakukan selama proyek (untuk monitoring 

kegiatan) 

 Apa target keluaran yang harus didapatkan selama proyek (untuk monitoring 

output) 

 Kondisi atau hasil apa yang akan diwujudkan melalui proyek tersebut (evaluasi 

hasil) 

Untuk lebih jelasnya setiap pemangku proyek menyampaikan desain masing-masing. Ada 

kemungkinan desain ini agak sulit diperoleh, jika demikian maka Pokja merumuskan secara 

normatif; apa seharusnya yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan oleh 

program/proyek yang berorientasi pada keberlanjutan? Yang perlu dicatat adalah substansi 

keberlanjutannya bukan hal-hal yang menyangkut administrasi, karena hal tersebut sudah 

menjadi kewajiban proyek. Yang layak untuk diketahui Pokja untuk memastikan proyek 

akan berkelanjutan pada tahap persiapan antara lain: 

 Apakah pertemuan untuk orientasi/sosialisasi dan pengambilan keputusan 

ditingkat masyarakat dilakukan (contoh pertanyaan monitoring kegiatan) 

 Apakah pertemuan melibatkan semua unsur masyarakat? Apakah komposisi 

perempuan dan laki-laki cukup berimbang? (contoh pertanyaan monitoring 

kegiatan) 

 Apakah ada dokumen yang ditandatangani atas kesepakatan yang dilakukan? Jika 

ada apa bentuknya (contoh monitoring output) 

 Apakah kesepakatan yang dilakukan selama masa persiapan telah dipenuhi semua? 

Apakah ada kendala? Jika ya, apa kendala yang memerlukan dukungan dalam 

penyelesaiannya (contoh pertanyaan evaluasi) 

Contoh pertanyaan di atas bisa dikembangkan sendiri untuk tahap konstruksi dan operasi 

pemeliharaan. Daftar pertanyaan yang disepakati disusun selanjutnya dijadikan instrumen 

dalam pelaksanaan pertemuan monev partisipatif. 

3.3.3 Pelaksanaan 

Monev program  

Untuk monev program skala daerah yang penting untuk diketahui Pokja, pada dasarnya 

cukup monitoring output saja. Karena monitoring kegiatan secara umum telah dilakukan 

oleh masing-masing proyek. Mengenai kegiatan bagi Pokja sebenarnya cukup mengetahui 

kendala-kendala spesifik yang memerlukan peran bantu pokja.  

Jika di daerah ada beberapa program AMPL, untuk monitoring output informasi yang 

diperlukan antara lain; berapa sarana yang telah dibangun, berapa yang telah 

memanfaatkan, berapa penambahan keseluruhan sarana baru dan pengguna baru dari 
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seluruh proyek yang telah dilakukan di daerah, berapa sarana yang dilaporkan tidak 

berfungsi dan sebagainya. Lebih dari itu adalah bersifat pembahasan mengenai contoh 

pengalaman terbaik, kendala dan masalah serius yang perlu dibantu.  

Cara praktis yang bisa dilakukan dalam pertemuan monev partisipatif program AMPL 

antara lain: 

1. Masing-masing pimpinan/wakil dari proyek melaporkan status pencapaian 

proyeknya, fokus pada berapa yang direncanakan, berapa yang sudan dicapai. Jika 

ada gap apa masalahnya. 

2. Setelah semua proyek melaporkan kemudian disimpulkan jumlah penambahan 

sarana, dan pengguna baru dicatat 

3. Untuk membahas permasalahan, seluruh daftar permasalahan dicatat dan 

disepakati mana diantara daftar masalah tersebut yang perlu diprioritaskan untuk 

ditangani bersama dan masalah mana saja yang perlu dilakukan sendiri 

pemecahannya oleh masing-masing proyek.  

4. Setelah diskusi dan pemahaman selanjutnya disusun rencana tindak Pokja untuk 

dilaksanakan dengan pembagian peran diantara anggota. 

Untuk evaluasi cara yang dilakukan pada prinsipnya sama dengan monitoring yang 

membedakan adalah pertanyaannya. Untuk pertanyaan evaluasi dapat dicontohkan 

sebagai berikut: 

1. Apakah telah terjadi perubahan pola Buang Air Besar (jika proyek-proyek AMPL 

melakukan promosi atau salah satu komponennya adalah STOP BABS) 

2. Apakah sarana yang telah dibangun berkelanjutan? 

3. Apakah Badan Pengelola Sarana berfungsi efektif dalam pengelolaan sarana  

4. Dan sebagainya 

Monev Proyek Tertentu 

Ditegaskan kembali, kegiatan ini dilaksanakan dalam kondisi yang spesifik apabila ada 

permintaan atau kesepakatan diantara Pokja untuk melakukan triangulasi dari hasil monev 

program yang telah dilkasanakan sebelumnya.  

Persiapan dan alat yang digunakan sama dengan jenis monev partisipatif sebelumnya. 

Tempat penyelenggaraan di lokasi proyek dengan menghadirkan seluruh pemangku 

kepentingan dari proyek tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah komposisi orang yang 

dihadirkan perlu berimbang, ada unsur panita/badan pengelola, unsur penerima manfaat 

dari kelompok laki-laki dan perempuan.  

Melalui proses pertemuan warga anggota Pokja menjadi fasilitator diskusi dan pencatat 

dan melakukan klarifikasi-klarifikasi yang diperlukan dari informasi yang disampaikan. 

Secara berurutan setiap pertanyaan disampaikan dan semua warga yang hadir diberikan 

kesempatan untuk memberikan jawaban, dan hal-hal penting dicatat.  
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3.3.4 Mengevaluasi Kinerja Pokja atau Kelembagaan Pengelola AMPL 

Evaluasi ini relevan untuk Pokja Provinsi dalam mengevaluasi kinerja Pokja Kabupaten/Kota 

atau evaluasi Pokja Kabupaten/Kota terhadap kinerja badan pengelola sarana di tingkat 

masyarakat: Prinsipnya sama dengan penilaian diri sendiri mengenai aspek dan tolok ukur 

perlu dirumuskan terlebih dahulu, tentang ruang lingkupnya bisa dikembangkan sendiri  

Pada saat Pokja provinsi melakukan monev kinerja Pokja Kabupaten/Kota maka informasi 

yang dikumpulkan seputar indikator yang menjadikan Pokja efektif, untuk itu perlu diurai 

indikator kunci apa saja yang penting untuk dilihat. Demikian pula pada saat Pokja AMPL 

Kab/Kota melakukan monev kinerja badan pengelola sarana di tingkat masyarakat juga 

perlu ditetapkan informasi apa yang akan dikumpulkan. Untuk indikator kinerja badan 

pengelola dapat dilihat pada matriks rancangan program bagian kinerja kelembagaan.   

Untuk kepentingan Pokja Provinsi berikut dicontohkan indikator kinerja yang digunakan 

Pokja Pusat dalam melakukan asesmen Pokja Provinsi, dan indikator ini bisa disesuaikan 

dengan kebutuhannya akan tetapi aspek yang akan dimonev sebaiknya diikuti.  

Tabel 3-1 Indikator Asesmen Pokja Provinsi 

Aspek  Uraian 

Kelembagaan   Bentuk lembaga 

 Aturan dan regulasi 

 Komposisi anggota 

 Keseimbangan gender 

 Keaktifan anggota 

 Upaya mengatasi permasalahan internal 

 Adanya champion 

Perencanaan   Rencana kerja pokja  

 Referensi atau dokumen acuan perencanaan bagi pelaku 

pembangunan AMPL  

 Acuan basis data yang disepakati bersama 

Koordinasi 

dan advokasi 

 Koordinasi dengan Pokja Nasional 

 Koordinasi dengan Pokja Kab/Kota 

 Koordinasi lintas program dan pelaku 

 Advokasi 

 Layanan terhadap stakeholder 

Monitoring  Agenda monev rutin 

 Mekanisme pertemuan rutin 

 Agenda monev bersama 

 Monev kinerja 

Keuangan  Dana operasional pokja 

 Alokasi dana operasional pokja untuk koordinasi, monev, 

advokasi 
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Dari daftar indikator di atas perlu ditetapkan bobot dari masing-masing aspek, contoh 

pembobotan yang dipakai Pokja Nasional dalam melakuan asesmen Pokja provinsi adalah 

sebagai berikut: 

Aspek (Bobot) 

Kelembagaan Perencanaan Koordinas& Advokasi Monitoring & evaluasi Keuangan 

25% 20% 25% 20 10 

 

Rasional pembobotan di atas adalah bahwa aspek perencanaan, koordinasi dan advokasi, 

serta monitoring dan evaluasi merupakan fungsi utama dari kelompok kerja, sementara 

aspek kelembagaan dan finansial atau keuangan merupakan faktor pendukung yang 

menentukan keberlanjutan pokja. Kelima aspek kunci tersebut sama penting dan saling 

mempengaruhi satu sama lain. Ketiadaan atau kekurangan pada salah satu aspek akan 

berpengaruh pada kinerja pokja secara keseluruhan.  
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4 Kemitraan Pokja AMPL 

 Konsep Kemitraan Pokja 

Yang dimaksud kemitraan dalam Pokja AMPL adalah kerjasama antara Pokja dengan pihak 

luar untuk mendukung program atau pencapaian tujuan dari fungsi dan peran Pokja dalam 

pembangunan AMPL. Konsep kemitraan Pokja dalam kaitannya dengan pembangunan 

AMPL dapat dirumuskan sebagai berikut.  

Pertama; dukungan pihak luar untuk mempercepat proses pencapaian tujuan dan target 

pembangunan AMPL. Makna yang terkandung dalam konsep ini adalah pihak luar memiliki 

sumber daya finansial yang bisa dimanfaatkan untuk memperbanyak sarana dan 

memperluas cakupan layanan air minum dan sanitasi atau salah satu diantaranya. Contoh 

kemitraan dalam konsep yang pertama ini adalah kemitraan Pokja dengan CSR perusahaan, 

kemitraan antara pemerintah yang difasilitasi Pokja dengan swasta murni. 

Yang kedua; Kehadiran atau dilibatkannya pihak luar untuk memenuhi kualitas fungsi dan 

peran Pokja atau kualitas proses pelaksanaan pembangunan. Makna yang terkandung 

dalam konsep ini adalah pihak luar perlu dilibatkan untuk menjamin proses pengambilan 

keputusan, keterbukaan dan integritas yang diperlukan Pokja dalam melakukan fungsi dan 

perannya atau syarat diterimanya usulan proyek atau program yang berasal dari pihak luar 

atau syarat yang diberlakukan oleh daerah dalam pelaksanaan pembangunan AMPL. 

Contoh kemitraan dalam konsep ini adalah kerjasama antara Pokja dengan LSM atau 

Perguruan Tinggi sebagai syarat yang ditetapkan oleh proyek tertentu, dimana LSM dan 

Perguruan Tinggi ikut menandatangani memorandum sebagai jaminan keputusan yang 

diambil oleh daerah tepat dan bisa dipertanggungjawabkan. 

Yang ketiga adalah dukungan pihak luar yang memiliki sumber daya non finansial berupa 

kemampuan, pengaruh atau hal lain yang dimiliki jika dimanfaatkan akan memperepat 

proses pencapaian tujuan atau salah satu dari komponen proyek AMPL. Makna yang 

terkandung dalam pengertian ini adalah potensi atau pengaruh yang diperlukan oleh 

proyek atau program di tempat tertentu untuk mencapai kondisi tertentu yang diharapkan 

sebagai bagian dari indikator pencapaian output proyek/program. Contoh kemitraan jenis 

ini misalnya kerjasama antara Pokja atau program dengan tokoh agama melalui instansi 

atau organisasi yang menanunginya untuk mensosialisasikan kampanye STOP BABS.  

Kemitraan dengan pihak luar merupakan fenomena dan keharusan jika daerah ingin 

mendapatkan atau mencapai hasil pembangunan AMPL yang optimal. Kondisi yang 

diperlukan untuk pemenuhan layanan AMPL tidak semuanya bisa dipenuhi sendiri oleh 

daerah, misalnya kemampuan pembiayaan konsekuensinya perlu kerjasama dengan 

swasta, terbatasnya kualitas sumber daya manusia konsekuensinya perlu kerjasama 

dengan lembaga pelatihan, LSM atau perguruan tinggi. Keterbatasan kemampuan untuk 

sosialisasi konsekuensinya perlu kerjasama dengan lembaga adat atau lembaga agama. 
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 Ruang Lingkup Kemitraan 

Gambaran konsep kemitraan di atas dapat dipetik inti dari bentuk kemitraan dan setiap 

bentuk kemitraan bisa dibatasi berdasarkan ruang lingkupnya yaitu kemitraan finansial dan 

kemitraan non finansial. 

Kemitraan yang berlatar belakang keterbatasan Finansial 

Kemitraan yang berlatarbelakang finansial dalam penyediaan sarana termasuk air minum 

dan sanitasi banyak sekali macamnya mulai dari pemberian konsesi hak kelola, BOT (Build-

Operate-Transfer), bagi hasil dan sebagainya. Yang dimaksudkan dalam penjelasan ini 

adalah kemitraan yang bisa dikendalikan oleh Pokja dalam peranbantunya untuk 

mendukung pembangunan AMPL. Yang temasuk dalam kategori ini adalah kemitraan 

dengan proyek bantuan pemerintah pusat, proyek bantuan hibah dari lembaga donor, 

proyek dari swasta melalui CSR. Kemitraan dalam kategori ini pada intinya kerjasama 

berbagi peran dan tanggungjawab yang memberikan keuntungan kedua pihak yang 

dituangkan dalam naskah kesepakatan, surat pernyataan atau hasil rencana kerja yang 

disepakati bersama. Hasil kemitraan jenis ini adalah bertambahnya sarana dan cakupan 

layanan AMPL atau dihasilkannya produk tertentu yang dibutuhkan oleh pemerintah 

daerah. 

Kemitraan yang berlatar belakang non finansial. 

Misalnya kemitraan dengan lembaga agama atau lembaga adat. Kemitraan jenis ini adalah 

untuk memanfaatkan potensi, sumberdaya dan kelebihan pihak kedua untuk mendukung 

pencapaian tujuan sebuah kegiatan atau program. Dalam kemitraan ini pihak pertama 

bersifat memanfaatkan kemampuan pihak kedua dan pihak kedua menggunakan 

kemampuan yang dimiliki tanpa harus diintervensi oleh pihak pertama mengenai strategi 

dan cara yang akan dilakukan. Kontribusi pihak pertama berupa dukungan alat atau pesan-

pesan yang perlu disampaikan serta orientasi seperlunya mengenai pesan-pesan yang perlu 

disampaikan oleh pihak kedua kepada masyarakat. 

Kemitraan dengan lembaga profesional atau penjamin mutu 

Kemitraan model ini biasanya bersifat mandatory atau keharusan bagi pihak pertama untuk 

mendapatkan persetujuan atas usulan proyek atau program kepada pemberi proyek. Jika 

proyek mensyaratkan harus melibatkan LSM lokal sebagai mitra atau perguruan tinggi 

sebagai jaminan kualitas, maka mau tidak mau pemerintah atau Pokja AMPL harus 

melakukannya. Dalam posisi seperti ini pihak mitra memiliki daya tawar yang cukup kuat 

dan untuk itu perlu diposisikan dan diperlakukan secara proporsional dimana mereka 

merasa tidak terkooptasi atau tertekan. Yang diperlukan dalam model kemitraan seperti ini 

adalah keterbukaan dan saling memahami keterbatasan dan kekurangan masing-masing 

dan yang terpenting adanya kesepahaman bahwa dukungan pihak mitra penting untuk 

mendapatkan peluang dari proyek yang ditawarkan pihak luar. 

Contoh lain untuk kemitraan jenis ini misalnya jaminan pemenuhan kompetensi badan 

pengelola sarana melalui program pelatihan yang dilakukan oleh pihak yang direkomendasi 

atau disetujui penyandang dana proyek. Dalam model ini pihak pertama bersifat 

memanfaatkan dan meminta kebutuhan pengetahuan atau keterampilan spesifik yang 



  

 
61 

diperlukan dan pihak kedua memberikan sertifikasi tingkat kompetensi berdasarkan 

pelatihan yang telah dilalui.    

 Prinsip Kemitraan  

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam kemitraan oleh Pokja, antara lain: 

Orientasi pada manfaat 

Sesuai dengan maksud kemitraan adalah untuk mengisi kekosongan atau gap yang harus 

dipenuhi dan tidak dimiliki oleh daerah dalam pembangunan AMPL. Untuk itu setiap pihak 

yang akan diajak bermitra perlu dipastikan bahwa mereka akan memberikan kontribusi 

yang sebesar-besarnya dalam mengisi gap yang dibutuhkan Pokja atau daerah. Jika 

sekiranya calon mitra dinilai tidak terlalu banyak membawa manfaat sebagaimana yang 

diharapkan sebaiknya dipilih calon mitra lain yang lebih potensial. 

Berfikir positif 

Berfikir positif menjadi faktor penting dalam membuat harmonisnya kemitraan. Berfikir 

positif perlu dibangun oleh Pokja maupun mitra. Salah satu penyebab tidak harmonisnya 

kerjasama kemitraan adalah rasa saling curiga, dan rasa saling curiga dimulai dari berfikir 

negatif. Bagi Pokja, sejauh hitungan manfaat yang akan diperoleh dari mitra cukup 

signifikan, maka seharusnya dihilangkan prasangka atau curiga dan berfikir negatif tentang 

mitra. 

Rasa kepercayaan 

Rasa kepercayaan yang perlu dibangun dalam kemitraan adalah pihak pertama 

mempercayai bahwa mereka mampu, dan menjalankan komitmen. Jika ada hal-hal yang 

perlu diklarifikasi terhadap hal-hal yang berpotensi bisa menurunkan tingkat kepercayaan 

perlu disampaikan untuk dibicarakan. Yang perlu dihindari untuk menurunkan tingkat 

kepercayaan adalah rasa superior kedua belah pihak. 

Suasana kemitraan yang berkelanjutan 

Dalam kemitraan yang perlu dibangun adalah rasa kesetaraan, dengan rasa kesetaraan 

maka akan melahirkan suasana kemitraan, tidak ada salah satu dari kedua pihak merasa 

dikecilkan artinya. Yang perlu dihindari adalah membandingkan mitra satu dengan mitra 

lain dengan tendensi mengunggulkan mitra yang lebih besar dari sisi sumber daya yang 

diberikan. Hal ini akan kontraproduktif dan mitra yang merasa dirugikan akan menjauh 

sedangkan calon mitra potensial lainnya ikut menghindari. 

Keterbukaan 

Dalam kemitraan tidak akan lepas dengan keterbatasan masing-masing, keterbukaan untuk 

saling memberikan umpan balik sangat perlu dilakukan sehingga ke dua belah pihak saling 

memahami dan besama-sama meningkatkan kinerja kemitraan sebagaimana yang 

diperlukan untuk encapai tujuan.  
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 Langkah-langkah Membangun Kemitraan 

Langkah-langkah membangun kemitraan yang efektif antara lain sebagai berikut: 

Mengidentifikasi calon mitra potensial 

Calon mitra memiliki latar belakang dan motivasi masing-masing, ada yang tulus untuk 

bermitra ada juga yang ingin memanfaatkan kemitraan untuk mendapatkan proyek dari 

pemerintah, dan bahkan ada calon mitra yang dengan terang-terangan membuka peluang 

untuk kolusi. Calon mitra yang demikian harus dihindari. Untuk mendapatkan calon mitra 

yang baik maka perlu dipetakan secara baik, siapa mereka, bagaimana latar belakang 

organisasinya, bagaimana track record dari kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan selama 

ini dan seperti apa contoh konkrit hasil pekerjaan mereka yang dianggap baik. Dengan 

mengidentifikasi calon mitra secara baik maka akan diperoleh mitra yang akan memberikan 

manfaat terbesar. 

Menilai kekuatan, kelemahan dan peluang calon mitra potensial 

Memetakan calon mitra pada dasarnya akan mengitung kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman terhadap calon mitra yang akan diajak. Pada prinsipnya dalam langkah ini adalah 

Pokja dapat mengambil keputusan dengan cermat mengenai calon mitra mana yang 

sebaiknya diambil. 

Membangun kesepahaman/kesepakatan 

Setelah memutuskan calon mitra yang diambil langkah berikutnya adalah menetapkan 

batasan-batasan dalam kemitraan, pembagian peran dan tanggung jawab atas kegiatan 

yang dimitrakan. Setelah semuanya disepakati perlu disusun naskah kesepakatan untuk di 

tanda tangani bersama sebagai rujukan dalam mereview kinerja dalam kemitraan. 

Review dan umpan balik kemitraan 

Dalam kemitraan ditetapkan batasan kegiatan dan waktu serta standar kualitas hasil kerja 

yang disepakati. Review dilakukan untuk melakukan cek terhadap apa saja yang sudah 

dicapai, apa yang belum dicapai, rekomendasi apa yang perlu dilakukan kedua belah pihak. 

Dalam review dan umpan balik pada prinsipnya ke dua belah pihak akan menindaklanjuti 

hasil umpan balik tersebut untuk meningkatkan kinerja kemitraan. 

Keputusan tindaklanjut kemitraan 

Pada akhirnya kontrak kemitraan akan berakhir sesuai waktu yang disepakati, kedua belah 

pihak memiliki hak untuk memutuskan apakah kemitraan layak untuk dilanjutkan atau 

tidak. Pokja yang bijak adalah yang tidak memutuskan dengan cara emosional. Yang perlu 

diperhatikan adalah mitra merupakan variabel bebas, artinya jika mereka tidak lagi diajak 

bermitra tidak ada pengaruh yang merugikan, sebaliknya Pokja yang akan kehilangan 

sumber daya yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan walaupun sedikit. Lebih baik 

menambah mitra daripada menghentikan mitra karena ketidakpuasan yang sebenarnya 

masih bisa ditingkatkan.  
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 Mengoptimalkan Dukungan Mitra 

Mengoptimalkan dukungan kemitraan dimulai sejak perencanaan kegiatan, pelaksanaan, 

menarik pembelajaran, adopsi pengetahuan dan mendapatkan mitra lanjutan yang lebih 

banyak. Dalam upaya mengoptimalkan kemitraan pertama yang perlu ditanamkan kepada 

Pokja adalah “saya butuh mereka” bukan “mereka butuh saya”. Jika diterjemahkan dalam 

pernyataan yang lebih konkrit adalah “ saya punya rencana dan strategi misalnya SSK” “apa 

yang bisa anda kontribusikan terhadap SSK saya” bukan “apa yang bisa Pokja bantu untuk 

proyek anda”. Apa yang diungkapkan di atas adalah cara berfikir strategis agar posisi 

daerah/Pokja kuat artinya daerah dianggap siap oleh mitra yang akan membawa sumber 

daya dan mereka akan menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap Pokja/daerah. Jika di 

awalnya Pokja memposisikan sebagai pelayan maka pihak mitra akan merasa dirinya 

dilayani dan selanjutnya meraka akan merasa leluasa untuk menetapkan arah dan 

kemauannya sendiri dalam menjalankan program yang bisa jadi bertentangan dengan 

rencana dalam hal ini SSK yang telah disusun daerah.  

Untuk membuat kemitraan akan menghasilkan hasil yang optimal, maka ada simpul-simpul 

yang perlu diperhatikan, di mana simpul ini akan menentukan tingkat efektivitas kemitraan.    

Koordinasi perencanaan 

Dalam koordinasi perencanaan program kemitraan, harga mati yang tidak bisa ditawar 

adalah apa yang akan dilakukan oleh proyek/program dari mitra harus masuk dalam 

kerangka perencanaan daerah. Jika program berkaitan dengan sanitasi, maka SSK harus 

dijadikan rujukan utama, bukan rujukan yang lain.  

Koordinasi pelaksanaan 

Koordinasi pelaksanaan pada intinya memastikan pihak Pokja ikut mengambil peran dalam 

memastikan apa yang direncanakan benar terlaksana dan sesuai dengan komitmen yang 

dibangun atau disepakati. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program dari 

mitra tidak mengganggu kebijakan yang telah ditetapkan oleh daerah atau apa yang sedang 

diperjuangkan oleh daerah. Misalnya pada saat daerah sedang mempromosikan 

pembangunan AMPL berbasis masyarakat dan mensyaratkan masyarakat harus 

berkontribusi, program atau proyek dari mitra jangan sampai menerapkan pendekatan 

yang kontra produktif misalnya masyarakat tidak dimintra kontribusi bahkan dibayar. Jika 

kebijakan proyek tidak memungkinkan untuk dirubah yang perlu dilakukan adalah memilih 

lokasi yang tidak sedang diintervensi dengan pendekatan berbasis masyarakat. 

Menarik pembelajaran 

Dalam proses kemitraan pada akhirnya perlu ditarik pembelajaran dari pelaksanaan 

kemitraan. Pembelajaran yang pertama adalah apa yang ditemukan atau yang dihasilkan 

oleh mitra selama menjalankan perannya baik pembelajaran dari lapangan maupun 

pembelajaran yang dirasakan oleh Pokja baik berupa peningkatan pengetahuan atau 

keterampilan serta ditemukannya hal-hal yang perlu dipahami atau ditindaklanjuti. Pada 

intinya hasil dari proses transfer pengetahuan dan keterampilan dari mitra perlu dilihat 

sebagai sesuatu yang bermakna bagi Pokja untuk diperhatikan atau diadopsi. 
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Adopsi pengetahuan 

Hasil dari pengalaman praktis selama kemitraan pada dasarnya berisi pengetahuan yang 

bersifat abstrak (tacit knowledge), yang perlu dilakukan selama kemitraan berlangsung 

adalah memastikan mitra Pokja dapat menuliskan dari tacit knowledge menjadi 

pengalaman konkrit (concrete knowledge) dalam bentuk tulisan berupa best practice, 

panduan atau produk-produk tertulis lainnya, sehingga hasil pembelajaran selama 

kemitraan terdokumentasi dengan baik dan mudah untuk dirujuk atau dilihat kembali 

untuk diadopsi dan dikembangkan. 

Memperbanyak mitra lanjutan 

Pada akhirnya hasil kemitraan dengan salah satu mitra diharapkan dapat mendorong 

datangnya mitra-mitra yang lain yang memberikan keuntungan bagi daerah. Untuk itu 

berbagi sukses proses dan hasil kemitraan perlu disebarluaskan kepada pihak-pihak yang 

lain dan mendorong pihak mitra untuk mengajak mitra potensial lainnya untuk melihat 

secara langsung bagaimana kemitraan selama in dilakukan, potensi atau peluang yang bisa 

dimasuki oleh mitra lain yang pada akhirnya seluruh gap atau kekosongan dalam upaya 

mencapai tujuan pembangunan AMPL daerah semuanya bisa terisi melalui peran banyak 

mitra. 

Kemitraan dengan Media Massa 

Peran media sangat penting sebagai mitra Pokja  untuk sosialisasi dan kampanye 

perubahan perilaku.  Manfaat yang didapatkan dari kerjasama dengan media antara lain: 

 Mengoptimalkan kinerja Kelompok Kerja sebagai media advokasi dan komunikasi 

pembangunan AMPL 

 Mengoptimalkan diseminasi dan publikasi perencanaan dan hasil-hasiI pembangunan 

AMPL 

 Mengoptimalkan dukungan publik terhadap proses pembangunan AMPL 

 Dukungan media massa untuk program komunikasi pembangunan AMPL 

Kemitraan Kelompok Kerja dengan Lembaga Donor dan Corporate Social Responsibility 

(CSR) 

Pendanaan untuk pembangunan AMPL dapat diperoleh dari  lembaga donor dan CSR.  

Manfaat kemitraan ini antara lain: 

 Membantu pendanaan pembangunan sarana AMPL  

 Mengurangi beban pemerintah dalam penyediaan tenaga pendamping atau 

fasilitator pembangunan AMPL 

 Membantu pendampingan penyiapan dan penguatan pemerintah daerah maupun 

masyarakat. 
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5 Pengalaman Sukses Pokja AMPL Daerah 

 Sinergi Pemangku Kepentingan dalam Optimalisasi 

Pembangunan AMPL di Provinsi NTT 

Pokja NTT dikoordinir oleh Thomas Tallo, Kabid PP III (Fispra) Bappeda Nusa Tenggara 

Timur. Dengan kepemimpinan yang didukung komitmen bersama dari anggota Pokja 

lainnya menjadikan Pokja cukup di kenal di kalangan porgram dan proyek terkait AMPL 

yang beroperasi di NTT. Dalam menjalankan aktivitasnya Pokja berbagi peran dan 

tanggungjawab diantara SKPD yang ada. Salah satu contoh konkritnya adalah pertemuan 

Pokja dilakukan secara bergiliran bertempat di instansi anggotanya. Hal ini membuat 

masing-masing anggota merasa bertanggungjawab dalam pengorganisasian termasuk 

biayanya. 

Kepedulian yang dibangun bersama anggota telah melahirkan produk yang sangat berarti 

untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan AMPL, antara lain: Peraturan Gubernur 

tentang AMPL Berbasis Masyarakat, profil AMPL tingkat desa dan terbentuknya Pokja 

AMPL atau dengan sebutan lainnya di seluruh kabupaten. Banyaknya proyek dan LSM serta 

lembaga donor untuk AMPL di NTT dimanfaatkan dengan baik untuk mengisi 

kekurangan/keterbatasan sumber daya Pokja di provinsi. Program-program yang 

dimanfaatkan sebagai mitra antara lain WES Unicef, Simavi, Plan Indonesia dan lain-lainnya.  

Upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh Pokja NTT selama ini antara lain: 

 Rapat koordinasi daerah tentang pembangunan AMPL secara periodik, 

 Penyusunan Database Profil AMPL – NTT sampai di tingkat desa kerjasama dengan 

Unicef dan  BPS NTT.  

 Melakukan analisis investasi sektor AMPL di beberapa kabupaten kerjasama 

dengan PAMSIMAS 

 Review dokumen Renstra/RAD AMPL NTT secara partisipatif dalam rangka 

mencapai target MDGs 2015 – termasuk Penyusunan Road Map STBM Provinsi NTT  

 Penyusunan Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2012 tentang pembangunan Air 

Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, 

 Pertemuan bulanan Pokja 

 Kompilasi Database AMPL (Pemetaan Berbasis GIS & Devinfo),  

 Jejaring AMPL-NTT melalui milis (ampl-ntt@yahoogroups.com) dengan seluruh 

pemangku kepentingan termasuk LSM dan lembaga donor serta perguruan tinggi,  

 Event-event hari besar terkait air minum dan sanitasi 

 

 Sinergi Pamsimas di Provinsi Jawa Tengah 

Pokja AMPL Jawa Tengah dibentuk sejak tahun 2005 di dukung dengan SK Kepala Bappeda 

dan setiap tahun diperbarui. Pokja AMPL Jawa Tengah cukup dinamis dan beberapa kali 

mailto:ampl-ntt@yahoogroups.com
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mengalami perubahan susunan kepengurusan sehubungan dengan perpindahan personel 

pokja di tempat lain. Dalam menghadapi transisi personel, Pokja AMPL mengambil inisiatitif 

tetap memasukkan personel yang telah dimutasi dalam sususnan Pokja sebagai jembatan 

dalam mengaktifkan anggota Pokja yang baru. Perubahan susunan kepengurusan dengan 

orang-orang yang baru sekaligus bentuk kaderisasi Pokja. Anggota Pokja terdiri dari 24 

orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Dengan keanggotaan berasal dari Bappeda, Dinas 

PU (Cipkataru), Dinkes, Bapermas, Disdik, BLHD, Dinas ESDM, Dinas Kehutanan, Dinas 

Infokom, BP3AKB, dan Biro Admin Bangda. Ditambah dari PT Undip, LSM Bintari dan DPP 

Perpamsi. 

Komitmen Pokja Jawa Tengah terhadap koordinasi adalah menjadikan Pokja sebagai pintu 

dan wadah koordinasi seluruh proyek/program terkait AMPL, apapun namanya dan dari 

manapun sumbernya. Untuk melakukan fungsi koordinasi dan pembinaan Pokja AMPL 

provinsi menyelenggarakan pertemuan koordinasi tahunan yang dihadiri oleh seluruh 

kabupaten yang telah membentuk Pokja AMPL atau Pokja dengan sebutan lainnya. Salah 

satu produk Pokja AMPL Jawa Tengah yang sangat membantu dalam proses perencanaan 

dan instrumen review terhadap perencanaan sektor air minum dan sanitasi adalah 

disusunnya Renstra AMPL provinsi disusun dengan melibatkan peran universitas. Hasil 

fenomenal Pokja jawa Tengah dengan kuatnya koordinasi ini Jawa Tengah mendapatkan 

alokasi proyek Pamsimas terbanyak diantara provinsi lainnya yaitu sebanyak 31 

kabupaten/kota 

Selama beberapa tahun terakhir Pokja Jawa Tengah memberikan apresiasi kepada Pokja 

kabupaten/kota dalam bentuk proyek AMPL yang diperjuangkan melalui APBD Provinsi. 

Hasil yang lain adalah Pokja AMPL berhasil menyakinkan pengambil kebijakan untuk 

menyediakan biaya operasional Pokja dalam mendukung proyek Pamsimas, PPSP, IUWASH 

dan USRI pada tahun 2012 sebesar 550.000.000.  Apa yang dihasilkan oleh Pokja Jawa 

Tengah merupakan hasil dari bentuk komitmen dan kuatnya koordinasi diantara anggota 

Pokja provinsi dan kerjasama yang baik dengan Pokja kabupaten dan program-program 

terkait. 

 

 Sinergi pembangunan AMPL di Sumatera Barat. 

Pokja AMPL Sumatera Barat dikoordinir oleh Youlius Honesty, Kabid SosBud Bappeda 

Sumatera Barat. Pokja didukung dengan anggota dari unsur SKPD terkait dan unsur 

perguruan tinggi. Kemitraan yang kuat antara pemerintah dengan universitas membuat 

Pokja tetap exist sejak dibentuknya Pokja tahun 2005.  

Pokja Provinsi Sumatera Barat sangat peduli dengan kinerja pembangunan AMPL dan 

melakukan monitoring setiap perkembangan. Isu yang menjadi pusat perhatian disamping 

perkembangan cakupan layanan adalah keberlanjutan hasil pembangunan dan sinergi 

perencanaan AMPL termasuk kinerja Pokja AMPL daerah. Dengan komitmen yang kuat 

Pokja Provinsi telah berhasil memfasilitasi semua kabupaten/kota membentuk Pokja AMPL. 

Disamping itu Pokja Provinsi juga memiliki Renstra AMPL yang direview setiap tahun 

dengan menghadirkan seluruh anggota Pokja Kabupaten.  
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Upaya keras Pokja AMPL Provinsi Sumatera Barat teah berhasil memfasilitasi lahirnya 

Pergub Sumatera Barat No. 48 Tahun 2011 tentang RAD MDG tahun 2011-2015 yang telah 

dengan menetapkan target  proporsi rumah tangga dengan akses keberlanjutan terhadap 

air minum yang layak, perkotaan dan perdesaan di tahun 2015 yakni sebesar 70%, dan 

target proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, 

perkotaan dan perdesaan ditahun 2015 sebesar 72,12%.  Apa yang dilakukan Pokja AMPL 

Provinsi Sumatera Barat telah menghasilkan komitmen bersama diantara SKPD yang 

membidangi AMPL. Disamping itu Pokja AMPL Provinsi menjadi wadah koordinasi dan 

tempat konsultasi Pokja AMPL kabupaten dan kota serta proyek-proyek terkait seperti 

Pamsimas dan PPSP. 

 

 Pengarusutamaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di 

Provinsi Jawa Timur  

Salah satu champion Pokja Jawa Timur adalah Kepala Dinas Kesehatan yang sangat gigih 

mempromosikan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sejak tahun 2008 dengan 

memanfaatkan berbagai peluang kemitraan dengan lembaga-lembaga lain antara lain WSP. 

Apa yang diperjuangkan Dinas Kesehatan bersifat saling mengisi Strategi Sanitasi  

Kota/Kabupaten. Hasil upaya gigih ini membawa Jawa Timur unggul dalam hal sanitasi 

berbasis masyarakat termasuk lahirnya konsep wirausaha sanitasi dengan tokoh Sumadi 

dari Nganjuk, monitoring berbasis SMS di beberapa kota dan diadopsi di daerah lain. Upaya 

strategis yang dilakukan dalam pengarusutamaan STBM di Jawa Timur antara lain: 

Advokasi: (1) Memberikan motivasi, advokasi, fasilitasi terhadap kabupaten/ kota, untuk 

melaksanakan program STBM dalam rangka percepatan target MDGs, (2) Setiap Dinas 

Kesehatan kabupaten/kota melakukan advokasi yang mendalam terhadap Kepala Derah 

tentang pentingnya STBM dengan harapan mendapat dukungan penuh, agar program  

berjalan dengan maksimal, (3) Bekerja sama dengan Jawa Pos secara rutin menyelenggaran 

Anugerah Otonomi Award melalui JPIP untuk kategori STBM-Sanitasi, (3) memberikan 

Reward untuk daerah yang telah mencapai ODF.  

Kelembagaan, (1) Mendapatkan dukungan lintas sektor melalui Pokja Sanitasi Provinsi & 

Pokja AMPL di Kabupaten/Kota, (2) Selalu melakukan stakeholder learning review di semua 

tingkatan, sehingga expose pembelajaran antar daerah menjadi ajang saling tukar informasi 

dan pengalaman guna keuntungan bersama, (3) Rutin menyelenggarakan pertemuan 

koordinasi lintas program dan lintas sektor, (4) Telah memiliki kesepakatan lintas sektor 

untuk pengelolaan sanitasi, untuk STBM  di bawah koordinasi Dinas Kesehatan sedangkan 

Sanitasi Perkotaan dikordinasikan di bawah Dinas Cipta Karya, (5) Di tingkat provinsi 

memiliki Tim Trainer STBM yang siap membantu kabupaten/kota, (6) Melalukan integrasi 

dengan program lain seperti Desa Siaga, Kota Sehat, UKS, PKK, (7) Melakukan kerja sama 

dan integrasi dengan program CSR sesuai dengan perda yang berlaku, (8) Membentuk 

jejaring dan dukungan lintas sektor.  

Perencanaan : (1) Sanitasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD & Renstra 

SKPD 2009-2014 Provinsi Jawa Timur, ini merupakan dukungan kebijakan yang mendasar, 
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(2) Dengan posting yang jelas dalam RPJMD diatas, mampu memposisikan Sanitasi dan 

STBM sebagai salah satu program prioritas pembangunan Jawa Timur.  

Penganggaran : (1) Dengan menjadi prioritas pembangunan, otomatis mendapatkan 

dukungan anggaran baik dari APBD Provinsi (sejak Tahun 2008), maupun APBD 

Kabupaten/Kota, Bantuan Operasional Kesehatan, serta CSR, (2) Anggaran kegiatan STBM 

di provinsi sudah punya nomor rekening tersendiri atau punya Mata Anggaran Kegiatan. 

Kelima Monitoring & Evaluasi : (1) Melakukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. 

Sehingga dengan lingkungan kondusif tersebut, hasil yang diperoleh Jawa Timur sampai 

tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :  

Keterangan  Hasil yang diperoleh 
Fasilitator yang dilatih  3.014 orang 
Tukang Sanitasi yang dilatih 1.534 orang 
Wirausaha Sanitasi yang dilatih 86 orang 
APBD Provinsi & kabupaten (2008-2012) Rp 20,3 milyar 
Komunitas/dusun yang dipicu 6.660 dusun 
Desa yang dipicu 2.558 desa 
Komunitas/dusun ODF 2.388 dusun 
Desa/kelurahan ODF 1.027 desa/kelurahan 
Kecamatan ODF 17 kecamatan 
Tambahan akses ke jamban sehat 1.577.383 jiwa 
Jumlah KK terpicu dan membangun jamban secara swadaya tanpa subsidi 426.428 KK 
Nilai swadaya masyarakat dalam membangun Jamban Sehat Rp 127.928.400.000 

 

 Pengamalan Gerakan BASNO di Provinsi NTB 

Pokja Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tekad yang kuat untuk memberantas praktek 

Buang Air Besar di Sembarang Tempat melalui Program BASNO (Buang Air besar 

Sembarangan menuju NOL !) atau dapat diterjemahkan tidak ada lagi yang BAB di 

sembarang tempat. BASNO telah ditetapkan sebagai kebijakan dan sasaran dalam 

pembangunan NTB. Disadari, untuk menuju BASNO memerlukan upaya dan aksi yang perlu 

didukung oleh semua pihak. Berdasarkan hasil penyusunan Roadmap BASNO dan konsultasi 

publik yang dihadiri oleh semua pemangku kepentingan telah disepakati target yang akan 

dicapai dalam tahun 2013 sebagai berikut: 

 

Target Gerakan Basno Provinsi NTB Tahun 2013 

Nomor Indikator Target Tahun 2013 

1. Jumlah Desa Intervensi STBM 1.075 desa 

2. Jumlah Target Desa SBS/ODF 313 desa 

3. Jumlah Target Kecamatan SBS/ODF 11 kecamatan 

4. Jumlah Target Kabupaten/Kota SBS/ODF 1 kabupaten 

5. Jumlah akses KK terhadap Jamban Sehat 80 % 

6. Penyusunan Draft Perda STBM Bulan Mei 2013 

 

Komitmen pembiayaan yang diusulkan dalam APBD Provinsi untuk mencapai target BASNO 

dibagi menjadi tiga komponen yaitu Demand, Supply dan Enabling Environment dengan 

rencana kegiatan dan komitmen biaya sebagai berikut: 
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Alokasi Biaya Penunjang Gerakan BASNO Provinsi NTB Tahun 2013 

Kategori Kegiatan Jumlah 
kegiatan 

Jumlah Biaya Penanggung jawab 

Demand 15 7.891.570.000 APBN Dekon-Dinkes 
APBD Dinkes 
APBN TP 
APBD Biro Kesos 

Supply 2 196.672.000 APBD Dekon-Dinkes 
APBD Dinkes 

Enabling Environment 2 156.475.000  APBN Dekon-Dinkes 

Total 8.244.717.000  

Sumber : Roadmap BASNO Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017 

Apa yang dihasilkan NTB dalam kebijakannya untuk memberantas BABS melalui BASNO 

tidak lepas dari upaya advokasi dan kerjasama secara terkoordinasi yang dimotori oleh 

pokja AMPL provinsi yang telah terbentuk sejak tahun 2005. Dan, kuatnya koordinasi Pokja 

ini merupakan awal yang sangat baik dan strategis dalam memberikan arah terhadap 

pembangunan AMPL saat ini di masa mendatang. 

 

 Sistem Pengelolaan Data Dalam Perencanaan AMPL di 

Kabupaten Bangka 

Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten yang paling kreatif dalam 

mewujudkan perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat. Pada tahun 2008-an 

Pokja Kabupaten Bangka mulai sadar dan kritis terhadap isu inefisiensi pembangunan. 

Menurut Panbudi (mantan koordinator Pokja yang sekarang telah menjabat sebagai salah 

satu kepala dinas) satu-satunya cara adalah memperbaiki di tingkat hulunya yaitu DATA.  

Berbekal komitmen yang kuat dari Pokja pada tahun 2008 mengujicobakan sistim penge-

lolaan data AMPL di satu kecamatan yaitu Kecamatan Marawang. Fokus uji coba tersebut 

adalah membangun model sistem informasi AMPL yang akurat sejak basis data 

perencanaan dan cara pengendalian kemajuan perkembangan hasil pembangunan AMPL 

secara real time. Respon positif dari pemangku kepentingan pada akhirnya sistem ini 

dikembangkan secara total mencakup semua desa dan kecamatan yang diintegrasikan 

dengan sistem informasi jaminan sosial. Hasil yang cukup spektakuler yang menjadikan 

Kabupaten Bangka sangat dikenal sebagai kabupaten inovatif dibidang pengelolaan data 

AMPL. 

Data real time 

Dengan menyempurnakan SIMPUS (Sistem Informasi Puskesmas), memberdayakan bidan 

desa dan kader dalam pemutakhiran data yang berhubungan dengan perkembangan 

kepemilikan sarana AMPL, kasus penyakit yang berhubungan dengan air dan sanitasi yang 

diinput oleh bidan desa dan petugas puskesmas setiap hari, maka siapapun bisa mengakses 

secara on line informasi mengenai perkembangan cakupan air minum dan sanitasi dasar 

bahkan bisa diketahu secara langsung jumlah orang yang berkunjung ke Bidan Desa dan ke 

Puskesmas karena sakit yang berhubungan dengan faktor air dan sanitai 
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Manfaat Strategis 

Kabupaten Bangka dengan mudah mendapatkan gambaran daerah mana saja yang rawan 

terhadap sanitasi dan air minum, daerah mana saja yang harus mendapatkan perhatian dan 

penanganan khusus dan mendesak karena kasus penyakit.  

Manfaat praktis 

Sistim data AMPL telah memberikan manfaat praktis dalam mempermudah kontrol 

pasokan obat baik untuk Puskesmas maupun untuk bidan desa. Manfaat praktis lainnya 

adalah memudahkan monitoring pelaksanaan Jamkesmas.   

Peran Pokja 

Prestasi Kabupaten Bangka dalam pengelolaan data karena kesadaran kritis Pokja dan 

dukungan pimpinan daerah. Kuatnya dukungan daerah karena kecerdasan Pokja dalam 

meyakinkan pengambil keputusan. Dengan demikian dapat disimpulkan Komitmen yang 

besar dari Pokja dalam mengawal pembangunan AMPL sejak perencanaan sampai dengan 

pengendalian memberikan dampak positif yang sangat luas untuk sektor-sektor lainnya.  

 

 Pengalaman Pokja Sumedang: Pengarusutamaan 

AMPL melalui Integrasi Perencanaan di Kabupaten 

Sumedang 

Kabupetan Sumedang menetapkan visi praktis untuk sektor AMPL tahun 2010-2013 yaitu 

“Meningkatnya kualitas pelayanan Air Minum Penyehatan Lingkungan sebagai akselerasi 

pencapaian Visi Sumedang 2005-2015”. Untuk mencapai visi AMPL tersebut dikembangkan 

peta jalan (roadmap) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dengan visi praktis : Terwujudnya 

STBM 2012 menuju Sumedang Sehat 2013 berlatar budaya Sunda. Langkah strategis yang 

telah ditempuh Sumedang antara lain: sinergi dan integrasi pembangunan AMPL dengan 

berbagai pihak, kebijakan perencanaan One Plan for All, kebijakan program INTEGRASI.  

Dengan kebijakan dan pola perencanaan yang dilaksanakan di Sumedang telah membawa 

AMPL-STBM mendapatkan posisi strategis dalam mekanisme Proses Perencanaan 

Pembangunan sejak di tingkat desa sampai ditingkat daerah. 

Terobosan melalui Bursa RKPDesa dan Sanitasi 2012 

Untuk menjadikan AMPL berada dalam posisi strategis dalam pembangunan maka harus 

dimulai dari ujung tombak proses perencanaan yaitu pada saat penyusunan RKP Desa. 

Peluang ini dimanfaatkan Pokja Sumedang sebagai cara mendesakkan AMPL khususnya 

sanitasi masuk dalam RKP Desa. Upaya unik yang ditempuh adalah melalui Bursa RKP Desa 

dan Sanitasi 2012. Dikatakan unik karena cara ini tergolong langka dan belum ada di 

tempat lain. 

Bursa RPK Desa dan Sanitasi dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2012 merupakan 

terobosan untuk mengangkat derajat sanitasi menjadi menjadi program yang menarik dan 
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diminati oleh desa. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan penghargaan bagi 

desa–desa di Kabupaten Sumedang yang telah berhasil menyusun Rencana Kerja 

Pembangunan Desa secara terintegrasi termasuk air dan sanitasi di dalamnya. Tema 

kegiatan yang diangkat adalah Tangani Sanitasi, Amankan Air Minum dan Integrasi Program 

Pembangunan dalam SAUYUNAN sebagai wujud kepedulian pemerintah, politisi, pihak 

swasta terhadap hasil perencanaan partisipatif Internal dan Penguatan Lintas Batas 

SUMASI ( Sumedang, Majalengka, Subang dan Indramayu ) dan Metropolitan Area.  

Tujuan dari kegiatan ini adalah; (1) Menciptakan ruang sinergitas perencanaan 

pembangunan partisipatif, teknokratis, dan politis, (2) Menarik dan mendorong 

keterlibatan Forum CSR dalam pembangunan yang terintegrasi, (3) Memperkuat komitmen 

Pemda dan DPRD dalam regulasi kebijakan integrasi antara perencanaan dan anggaran, (4) 

Apresiasi bagi desa yang telah menyelesaikan dokumen perencanaan pembangunan desa 

Integrasi, (5) Gelar kapasitas pelaku di Desa dalam menyusun dokumen perencanaan 

pembangunan dan Proposal lengkap RAB  dengan desain hasil perhitungan kader teknik 

desa, (6) Membangun sinergi antara pelaku perencanaan pembangunan desa reguler 

dengan pelaku perencanaan adhoc. 

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Sumedang dan dihadiri  oleh unsur Muspida, 

ketua DPRD beserta jajarannya seluruh fraksi, seluruh SKPD, 26 kecamatan dan 78 

desa/kelurahan, unsur media, organisasi masyarakat, BUMD, Forum CSR, dan Perguruan 

Tinggi, juga dihadiri Perwakilan Pokja Provinsi Jawa Barat (Dinas Tarkim, Dinkes dan 

BPMPD) dengan total peserta yang hadir kurang lebih 500 orang tumpah ruah lesehan 

bersama Bupati di pendopo dengan menggunakan pakaian adat Salontreng (bagi pria) dan 

Iteung (bagi wanita) atau batik . 

Hasil Kegiatan 

Sebanyaki 78 usulan RKP Desa yang mengintegrasikan program  AMPL yang difasilitasi 

Pokja AMPL berhasil ‘terjual’ dalam rencana APBD 2012 dan Anggaran Biaya Tambahan 

2012 dan sebagian telah dimasukkan dalam prioritas anggaran 2013,  

Dana aspirasi anggota DPRD 2012 (Rp 500.000.000/anggota DPRD)sebagian teralokasikan 

untuk kegiatan–kegiatan yang dibursakan, CSR dari Bank Syariah Mandiri cabang Sumedang 

juga ‘membeli’ untuk membiayai program sanitasi di satu desa percontohan,  

Komitmen kemitraan antara CSR Coca Cola dan Kelompok Kerja Sumedang dan BPSPAM di 

desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung,  

Pemberian hadiah penghargaan bagi 10 desa dengan RKP Desa integrasi terbaik dalam 

bentuk dana program sebesar Rp 100.000.000/desa dari APBD 

Kegiatan ini dirasakan telah memberi warna dan manfaat dalam integrasi pembangunan 

melalui SAUYUNAN (Sasarengan Urang Guyubkeun Pangwangunan atau Bersama–sama 

kita laksanakan pembangunan). 
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 Dampak Perda AMPL Terhadap Peningkatan Cakupan 

Layanan Sanitasi di Kabupaten Bima 

Kabupaten Bima merupakan satu-satunya kabupaten di wilayah Indonesia bagian timur yang telah 
berhasil mendesakkan AMPL khususnya AMPL Berbasis Masyarakat sebagai program prioritas dengan 
status Peraturan Daerah. Apa yang terjadi di Kabupaten Bima merupakan serangkaian proses advokasi 
dengan melibatkan berbagai pihak yang dimotori oleh Pokja AMPL. Berangkat dari keprihatinan dan 
kepedulian Pokja terhadap kondisi layanan air minum khususnya tentang keberlanjutan 
pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini tercetus ide PERDA untuk memayungi kerangka 
tindak dalam memastikan AMPL Berbasis Masyarakat mendapat perhatian, lebih khusus lagi adanya 
kerangka dan arah yang jelas dalam pembangunan AMPL. 

Semua isu penting dan berperspektif strategis terwadahi dalam PERDA AMPL antara lain tentang 
proses pelaksanaan pembangunan AMPL, jaminan keberlanjutan pasca proyek melalui peran Badan 
Pengelola di tingkat masyarakat, upaya implementasi STBM dan pelaksanaan kebijakan BASNO dari 
provinsi tercakup dalam ruang lingkup PERDA. Peran Pokja AMPL sangat dominan mulai dari 
membangun komunikasi dengan lembaga legislatif, pelibatan personel dari bagian hukum Sekretariat 
Daerah dan pihak-pihak lain dari unsur masyarakat. Melalui proses yang panjang yang dirintis mulai 
proyek WSLIC-2 kemudian dilanjutkan proyek WES dukungan Unicef dan komunikasi serta konsultasi 
yang berkelanjutan dengan WASPOLA atas nama Pokja AMPL Pusat pada akhirnya PERDA berhasil 
ditetapkan dan diberlakukan. 

 
Gambar : alur kegiatan penyiapan PERDA AMPL Kabupaten Bima 

 

Kalau dilihat, pada saat ini Kabupaten Bima telah memiliki regulasi: (1) Instruksi Bupati No. 581 Tahun 

2010 Tentang Pelaksanaan STBM, (2) Peraturan Daerah AMPL – Berbasis Masyarakat No. 7  Tahun 

2011 Tentang Pelaksanaan AMPL – Berbasis Masyarakat, dan (3) Peraturan Bupati AMPL – Berbasis 

Masyarakat No. 14 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah AMPL – Berbasis Masyarakat. Adapun isi 

dari Peraturan Daerah AMPL adalah berupa bagaimana mengoperasionalkan 11 pokok Kebijakan 

Pembangunan  AMPL – Berbasis Masyarakat. Setelah melewati proses yang panjang tadi, dampak 

setelah adanya Perda AMPL bagi kabupaten Bima adalah: (1) Isu AMPL menjadi salah satu isu utama 

pembangunan daerah, (2) Adanya kepastian  hukum bagi pengusaha sanitasi, (3) Nilai-nilai PHBS 

terintegrasi dalam mata pelajaran umum di SD/MI (karena anak anak akan bertindak sebagai agent of 

change), (4) Tertatanya kelembagaan AMPL di tingkat kecamatan dan desa, (5) Semangat sektoral 

mulai berkurang, dan (6) Horizontal learning bagi daerah lain. Dalam realisasinya, dapat dilihat 

perbandingan alokasi anggaran untuk AMPL sebagai berikut: 
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Perbandingan Alokasi Anggaran AMPL Tahun 2011-2012 di Kabupaten Bima 

 

Tahun 2011 Tahun 2012 

APBD Rp.664.832.492.736 

Belanja Langsung : Rp. 186.714.643.923 

Belanja Tidak Langsung : Rp. 478.117.848.813 

Belanja AMPL : Rp. 3.032.597.000  

APBD Rp.762.545.632.513  

Belanja Langsung : Rp. 242.889.263.017 

Belanja Tidak Langsung : Rp.  519.656.369.496  

Belanja AMPL : Rp. 3.657.713.291  

 
Terjadi peningkatan anggaran untuk AMPL dari belanja langsung sebesar : Rp 625.116.291 

 
Dengan anggaran tersebut, sampai saat Lokakarya Nasional STBM di Bogor bulan Agustus 2012, 
cakupan desa ODF Kabupaten Bima adalah : 
 

Tabel 12: Cakupan Desa ODF Kabupaten Bima bulan Agustus 2012 

NO TAHUN JUMLAH DESA DESA ODF % DESA  ODF 
     

1 2009 168 8 4,76 
2 2010 168 17 10,12 
3 2011 168 21 12,5 
4 2012 191 26 13,61 
     

 
Data tersebut, termasuk 1 kecamatan ODF, yaitu kecamatan Wawo 

 

 Pengalaman Pokja Sumatera Barat, Inisiasi Pengukuran 

Kinerja AMPL Daerah 

Pokja Sumatera Barat merupakan salah satu Pokja yang sangat peduli terhadap kinerja 

AMPL daerah. Indikasi kepedulian ini ditunjukkan dengan dilaksanakannya lokakarya review 

kinerja AMPL setiap tahun dengan menghadirkan seluruh perwakilan Pokja dari masing-

masing kabupaten/kota. Lokakarya review kinerja Pokja ini sekaligus untuk melakukan 

pembaruan rencana dan program Pokja Provinsi. Berdasarkan isu yang diangkat selama 

lokakarya permasalahan data tetap menjadi isu aktual dan dianggap penting untuk 

mendapat perhatian. Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang selalu dimunculkan adalah, 

berapa sebenarnya cakupan layanan AMPL yang riil, di manakah posisi kinerja AMPL 

Sumatera Barat saat ini dan bagaimana bisa mencapai target serta bagaimana posisi 

kontribusi AMPL Sumbar terhadap target nasional. 

Upaya strategis yang dilakukan Pokja Sumatera Barat pada tahun 2012 antara lain review 

dan pembaruan Renstra AMPL dan sinkronisasi dokumen Renstra AMPL dengan RPJMD 

provinsi untuk memastikan upaya pembangunan AMPL berada pada arah yang tepat. 

Upaya-upaya strategis lainnya yang telah dimulai sebelumnya adalah rintisan sistem 

pengelolaan data yang lebih sistematis dan akurat sudah mulai dilakukan. Upaya dan 

langkah strategis Pokja Sumbar yang dilakukan dalam tahun 2013 adalah melakukan 

asessmen menyeluruh kinerja AMPL dengan melibatkan seluruh pihak melalui forum 

lokakarya dengan meminta bantuan WSP-EAP yang membidangi Service Delivery 

Assessment (SDA). Apa yang ingin dicapai Pokja Sumatera Barat melalui upaya ini adalah: 
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 Mengetahui menetapkan posisi kinerja capaian layanan AMPL Sumatera Barat 

melalui proses klarifikasi, konfirmasi dan penyepakatan bersama didasarkan pada 

data pendukung yang akurat. 

 Memperoleh gambaran gap antara yang ingin disasar dengan status layanan saat 

ini 

 Mempertegas arah dan strategi pembangunan AMPL dengan mempertimbangkan 

gap yang ada 

Apa yang dilakukan Pokja Sumatera Barat dalam asessmen kinerja AMPL merupakan 

langkah lanjutan dari hasil review dan pembaruan Rencana Strategis AMPL yang 

diselenggarakan pada tahun 2012 dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan 

kinerja capaian layanan AMPL provinsi sebagaimana yang dilakukan di Sumatera Barat 

patut dijadikan contoh bagi daerah-daerah lain.  

 


